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Menimbang;

Mengingat;

a.

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor
2022/122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
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11.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

~ Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

12,

13.

14.

15.

16.

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013

 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

17.

18.

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1z

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

2

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai wunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Bupati adalah Bupati Pemalang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021 — 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman
operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII PENUTUP

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal 4

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan bagian dari Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021- 2026.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI PEMALANG,

Ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ttd
cap

MOHAMAD ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

I SUBMAKTO, SH, MSi
biha Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/255 / TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah
Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

b. bahwa  sebagai Perangkat Daerah, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2023.

Mengingat 1.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

vii



10.

11,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 );

viii



12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tat Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817 )

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang  Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6785 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322 );

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 - 2024 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 );

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 (
Covid19 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 )
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590 );
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
( Covid19 ) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor
177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 ( Covidl9 ) serta Pengamanan Daya
Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang ( RPJP ) Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 - 2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 5 );

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2013 tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Daerah  Kabupaten Pemalang
( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2013 Nomor 9 ); '

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016-2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 );

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
Tahun 2018 - 2038 ( Lembaran Daerah

X



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat program
dan kegiatan pada BPKAD Tahun anggaran 2023 yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan. Renja BPKAD Tahun 2023 dirancang
berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dalam upaya pemenuhan
target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2023 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD 2021 -2026.
Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta
kemudahan akses data menjadi tujuan BPKAD dengan sasaran peningkatan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan tidak terlepas dari pertimbangan
dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya.
Pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 dalam rangka mendukung
perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. BPKAD merupakan salah satu
perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yang
ke-2 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih.

Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun
oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang
telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Renstra BPKAD
2021-2026. Renja BPKAD Tahun 2023 merupakan dasar untuk menyusun
rencana kerja anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2023 yang selanjutnya akan
disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Tahun
Anggaran 2023 dengan tetap berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, 20 Jul 1 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
' " _DAN‘ASET DAERAH
KABUPA PEMALANG

19641003 199303 1 006
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LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya
laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, serta mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, & Jul i 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN




BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2023 adalah Dokumen perencanaan tahunan
BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2023 untuk
mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada
Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Sebagai
dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat
beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara
substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra-PD) yang mempedomani arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pemalang;

2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan
PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) BPKAD;

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi
pelaksanan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah
dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan
mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah
tercapai pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan-
kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten
Pemalang pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan yang harus dipenuhi BPKAD pada Tahun 2023.

Selain sub kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, besaran Renja
BPKAD termasuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa baik
ADD, Dana Desa, Bantuan Keuangan khusus yang mengakomodir
Pokok Pikiran DPRD, TMMD dan Musrenbang. Selain itu, di Renja
BPKAD terdapat Belanja Tidak Terduga yang mengakomodir



pemberian bantuan untuk penanggulangan bencana, korban
bencana dan kondisi darurat mendesak lainnya termasuk
penanggulangan pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Kegiatan
yang diakomodir dalam Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 terkait
Covid-19 merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk lebih
meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.
Renja BPKAD juga mengakomodir sub Kegiatan Bagi Hasil pajak
dan retribusi yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten
Pemalang yang telah berkontribusi dalam pemungutan pajak dan
retribusi.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

- g
Kepala Daerah . Patar gkﬁi Pacih
’ i
S Visi/Misi Perangkat Daerah
WSI!M!SI Visi/Misi dibuat untuk secara langsung
— maupun tidak langsung
= mendukung atay mewujudkan
T‘UW‘:: Tuaan visi misi Kepala Dacrah
Sasaran 1=
Program program-program prioritas
Pembangunan Daerah T terpilih vang menjadi “fop
e ) EEE Y ngram negial b priority’’ untuk mewujudkan
Program Prioritas visi/misi Kepala Daerah
Prioritas (RPIMD)
RPIMD RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

Sumber Gambar : Permendagri No 86 Tahun 2017

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2023 mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang disesuaikan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2023 Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

terdapat 3 Program dengan 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

Adapun hasil mapping program kegiatan dan sub kegiatan tersebut

sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun

2020 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Indikator Sub

Kegiatan Tahun 2023 telah mengacu pada Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman kepada Perangkat
Daerah se-Kabupaten Pemalang terkait dengan pengelolaan
keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai
penjabaran atas Perda tersebut, Badan Pengelolan Keuangan dan
Aset Daerah telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pemalang. Selaku pelaksana unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, BPKAD
melaksanakan fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam
melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



Pembinaan teknis penyelenggaran fungsi-fungsi penunjang
urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023,

senantiasa diselaraskan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten @ Malang Tahun  2021-2026 dengan  Visi
“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur,
Agamis dan Ngangeni yang telah dijabarkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Pemalang Tahun 2023 sesuai Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023

adalah sebagai berikut :

1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indone]sia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

L1

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700 );

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398 );

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi



14.

15.

16.

i i

18.

19.

20.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6785 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional = Tahun
2020 - 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10 );

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan
Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Diseas 2019 ( Covid19 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 ) dan telah
dimutakhirkan  dengan  Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 ( Covidl19 ) di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 ( Covid19 ) serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Daerah;



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 ( Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor S );
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Sistem = Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2013 Nomor 9 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Pemalang
Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 -
2038 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 1 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ( Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
13);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021

38.

39.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 2026;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023
adalah :

a)

b)

Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan
yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,

Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan
BPKAD Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 2021 - 2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

a.

Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA) yang terinci dalam program, kegiatan dan sub

kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program

pada seluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis Kegiatan

dan Sub Kegiatan;

. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;

. Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya regulasi baru dalam

pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
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1.4

Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023
sebagai berikut :
BAB1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA EPKAD TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Tahun
2021 dan Capaian Renstra BPKAD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
2.3. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BPKAD
2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6. Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub
kegiatan masyarakat
BAB IIl TUJUAN DAN SASARAN BPKAD
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD
BAB IV PENUTUP

£ |



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021 dan Capaian
Rencana Strategis BPKAD

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian

kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian

dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan

yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga

tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
BPKAD pada Tahun 2021 meliputi :

L.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

Program ini didukung 7 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan

rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
.Pe-mngkat Daerah yang didukung 7 sub kegiatan sebagai
berikut :

1) 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) 01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

3) 01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
SKPD

4) 01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

5) 01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

6) 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

7) 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang

didukung 7 sub kegiatan sebagai berikut :

1) 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) 02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) 02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan

4) 02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

5) 02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
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Pemeriksaan

6) 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

7). 02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang

hanya didukung 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1) 05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung

10 sub kegiatan sebagai berikut :

1) 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

2) 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) 06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4) 06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5) 06.05 Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan

6) 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan

7) 06.07 Penyediaan Bahan/Material

8) 06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

9) 06.09 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

10) 06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah yang didukung 6 sub kegiatan sebagai

berikut :

1) 07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

2) 07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

| Lapangan

3) 07.05 Pengadaan Meubel

4) 07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) 07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

6) 07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
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6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah yang didukung 4 sub kegiatan sebagai berikut :

1) 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

3) 08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4) 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah yang didukung 8 sub kegiatan sebagai berikut :

1) 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

2) 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

3) 09.05 Pemeliharaan Meubeleur

4) 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) 09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

6) 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Geudng Kantor dan
Bangunan Lainnya

7) 09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8) 09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Ada 5 Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh
Bidang Anggaran. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai
berikut :

1) 2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

2) 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
PPAS

3) 2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

4) 2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
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tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2.Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh

Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan

sebagai berikut :

1) 2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

2) 2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )

3) 2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan
yang berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

4) 2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten /Kota

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 3 Sub

Kegiatan sebagai berikut :

1) 2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

2) 2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemda

3) 2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/ Kota
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4. Kegiatgn Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh

Bidang Perbendaharan. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan

sebagai berikut :

1) 2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan

2) 2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3) 2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 2 Sub

Kegiatan sebagai berikut :

1) 2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Pemda Bidang Keuangan Daerah

2) 2.05.03 Pembinaan Sistem Iniormasi Pemda Bidang Keuangan

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

[II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ( BMD )

Program ini didukung oleh 1 Kegiatan yaitu :

1.

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 3 Sub
Kegiatan yaitu :
1) 03.2.01.07 Pengamanan BMD
2) 03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
| Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan BMD
3) 03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan BMD
Pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2021 di BPKAD
sebesar Rp.518.427.237.020,00 dari anggaran sebesar
Rp.523.168.109.502,00 atau 99,09%. Dari 83 Sub Kegiatan yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
terdapat 8 Sub Kegiatan yang capaian realisasi anggarannya

dibawah 85%. Sub Kegiatan tersebut sebagai berikut :
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Tabel 2.1

PENJELASAN SUB KEGIATAN PADA BPKAD YANG REALISASI ANGGARANNYA DI BAWAH 85%

KODE JUMLAH
PI(Q}C/)(S}SSE URAIAN ANGGARAN REALISASI KETERANGAN
KEG SETELAH BELANJA %
PERUBAHAN 2021
02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
02.2.01 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Anggaran. Dari
Target anggaran sebesar Rp.9.600.000,00 realisasinya
sebesar Rp.4.758.500,00 atau 49.57%. Rendahnya
realisasi anggaran tersebut disebabkan adanya
. S pembatalan pelaksanaan kegiatan verifikasi
Sub Kegiatan Koordinasi, o
02.2.01.04 | Penyusunan dan Verifikasi 9.600.000 4.768.500 49,57 | perubahan RKA SKPD Tahun 2021. Pembatalan ini
Perubahan RKA SKPD disebabkan adanya pandemi Covid-19 serta kebijakan
PPKM yang melarang pelaksanaan rapat-rapat antar
SKPD sehingga BPKAD tidak mengundang SKPD
untuk melakukan verifikasi Perubahan RKA SKPD
Tahun 2021.
Sub Kegiatan Koordinasi, Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Anggaran. Dari
02.2.01.05 | Penyusunan dan Verifikasi 23.366.000 18.182.600 77,82

DPA SKPD

Target sebesar Rp.23.366.000,00 realisasinya sebesar
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KODE JUMLAH
Kgl(?}(/)géB URAIAN ANGGARAN REALISASI KETERANGAN
KEG SETELAH BELANJA %
PERUBAHAN 2021

Rp.18.182.600,00 atau 77,82%. Penyerapan anggaran
sub kegiatan ini kurang optimal disebabkan adanya
penundaan pelaksanaan kegiatan verifikasi DPA
SKPD. Kegiatan verifikasi DPA SKPD Tahun 2022 yang
rencananya dilaksanakan pada akhir Desember 2021
ditunda pelaksanaannya karena SKPD tidak dapat
mencetak DPA SKPD yang telah mencantumkan
anggaran kas. RKA yang telah di entri pada SIPD
tetapi belum menginput anggaran kas maka tidak
dapat diteruskan sebagai DPA SKPD. Hal ini
disebabkan SIPD belum mengupgrade sistimnya agar
Pemda dapat mengentri anggaran kas SKPD pada
bulan Desember 2021. Anggaran kas pada SIPD baru
dapat di entri pada bulan Januari 2022. Sehingga
verifikasi DPA SKPD Tahun 2022 baru bias dilakukan
pada bulan Januari 2022.
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KODE
PROG/
KEG/SUB
KEG

URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI
BELANJA
2021

%

KETERANGAN

02.2.01.06

Sub Kegiatan Koordinasi,
Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan DPA SKPD

22.221.000

16.222.000

73,00

Target sub . kegiatan ini sebesar Rp.22.221.000,00
realisasinya sebesar Rp.16.222.000,00 atau 73%.
Sama halnya dengan Sub Kegiatan Koordinasi,
Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD,
penyerapan anggaran Sub Kegiatan Koordinasi,
Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD ini
pun tidak optimal disebabkan adanya pendemi Covid-
19 dan kebijakan PPKM sehingga kegiatan verifikasi
perubahan DPA SKPD tidak dilaksanakan.

02.2.02.11

Sub Kegiatan Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota

52.000.000

29.474.900

56,68

Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Perbendaharaan.
Target sub kegiatan ini sebesar Rp.52.000.000,00
realisasinya sebesar Rp.29.474.900,00 atau 56,68%.
Penyerapan anggaran sub kegiatan ini tidak optimal
disebabkan belanja jasa tenaga arsip yang biasanya
dikeluarkan untuk jasa penataan arsip SP2D pada
akhir tahun anggaran, tidak dibayarkan. Penataan
arsip dibayarkan ketika proses SP2D menumpuk pada
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KODE
PROG/
KEG/SUB
KEG

URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN REALISASI
SETELAH BELANJA
PERUBAHAN 2021

%

KETERANGAN

akhir tahun sehingga Bidang Perbendaaraan
membutuhkan tenaga non ASN untuk membantu
penataan arsip SP2D. Pada akhir Tahun 2021, tidak
terjadi penumpukan pencairan dana sehingga berkas
SP2D pun tidak banyak atau arsipnya dapat ditangani
oleh tenaga ASN pada Bidang Perbendaharaan.

02.2.04.09

Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana Darurat dan Mendesak

13.500.000.000 | 9.821.362.300

72,75

Sub Kegiatan ini dikelola oleh PPTK yang ada di
Bidang Perbendaharaan. Target sub kegiatan ini
sebesar Rp.13.500.000.000,00 realisasinya sebesar
Rp.9.821.362.300,00 atau 72,75%. Realisasi yang
tidak optimal disebabkan adanya kebijakan dari
pemerintah pusat untuk memberikan tambahan BLT
( Bantuan Langsung Tunai ) kepada masyarakat
terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan
ekstrim di 35 Kabupaten, dimana salah satunya
adalah Kabupaten Pemalang. Tambahan BLT dapat

bersumber dari Dana Desa untuk masyarakat miskin
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KODE JUMLAH
Kglé(/)géB URAIAN ANGGARAN REALISASI KETERANGAN
KEG SETELAH BELANJA Y%
PERUBAHAN 2021

di desa dan bersumber dari Belanja Operasional Dinas
Sosial yang ditujukan untuk penanggulangan
kemiskinan untuk masyarakat kelurahan. Apabila
Dana Desa dan Belanja Operasional Dinas Sosial tidak
mencukupi untuk memberikan tambahan BLT kepada
masyarakat miskin selama 3 bulan maka kekurangan
tersebut dapat diambil dari sisa Belanja Tidak Terduga
yang belum digunakan. Kebijakan tersebut mendorong
Pemerintah Kabupaten Pemalang menghentikan
penggunaan Belanja  Tidak  Terduga  untuk
penanggulangan Covid-19 pada Tahun 2021 serta
mencadangkan sisanya untuk jaga-jaga barangkali
Dana Desa dan Belanja Operasional Dinas Sosial
setelah dilakukan perhitungkan, tidak mencukupi
kebutuhan tambahan BLT untuk 3 bulan. Batas akhir
penyaluran tambahan BLT tersebut adalah tanggal 7
Nopember 2021. Sampai dengan batas tersebut, baik
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KODE
PROG/
KEG/SUB
KEG

URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI
BELANJA
2021

%

KETERANGAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas
Sosial tidak menyampaikan kekurangan dana
tambahan BLT 3 bulan ke Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga tidak
dilaksanakan penggeseran sisa Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan APBD Tahun 2021 untuk
mencukupi kebutuhan Tambahan BLT 3 bulan dalam
rangka penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten
Pemalang. Sisa Belanja Tidak Terduga tersebut
menjadi SILPA Tahun 2021.

03

Program Pengelolan Barang Milik Daerah

03.2.01

Kegiatan Pengelolaan Barang

Milik Daerah

03.2.01.03

Sub Kegiatan Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah

10.000.000

0.874.000

58,74

Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Akuntansi dan
Aset Daerah. Target anggaran kegiatan ini sebesar
Rp.10.000.000,00 realisasinya sebesar
Rp.5.874.000,00 atau 74,89%. Penyerapan anggaran
sub kegiatan ini kurang optimal disebabkan belanja
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KODE
PROG/
KEG/SUB
KEG

URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN REALISASI
SETELAH BELANJA
PERUBAHAN 2021

%

KETERANGAN

cetak yang rencana semula untuk mencetak Rencana
Kebutuhan BMD ( RKBMD ), Rencana Kebutuhan
Perubahan BMD ( RKPBMD ) dan KIB hanya
dilaksanakan untuk mencetak RKBMD saja. Hal ini
disebabkan RKPBMD dan KIB sedang dalam proses
migrasi data sehingga Perangkat Daerah cukup
mencetak melalui SIMDA BMD.

03.2.01.07

Sub Kegiatan Pengamanan
Barang Milik Daerah

654.000.000 444.644.760

67,99

Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Akuntansi dan
Aset Daerah. Target Sub Kegiatan ini sebesar
Rp.654.000.000,00 dengan realiasinya
Rp.444.644.760,00 atau 67,99%. Output kegiatan ini
adalah Pemasangan patok pada tanah milik Pemda
dan Jumlah Sertifikat tanah milik pemda yang selesai
diproses. Untuk Pemasangan Patok telah
dilaksanakan sesuai target yaitu 50 patok. Sedangkan
Sertifikat Tanah Milik Pemda yang telah selesai

23




KODE
PROG/
KEG/SUB
KEG

URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI
BELANJA
2021

Y%

KETERANGAN

diproses pada Tahun 2021 belum memenuhi target
karena dari 250 sertifikat yang ditargetkan hanya
terealisasi 10 sertifikat yang terselesaikan. Hal ini
berpengaruh  pada  serapan = anggaran = yang
direncanakan untuk biaya pengukuran dan persiapan

pelaksanaan sertifikasi menjadi tidak optimal.

03.2.01.09

Sub Kegiatan Pengawasan
dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

11.000.000

7.141.500

64,92

Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Akuntansi dan
Aset Daerah. Target sub Kkegiatan ini sebesar
Rp.11.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.7.141.500,00 atau 64,92%. Penyerapan anggaran
tidak optimal disebabkan pengurangan intensitas
pengawasan pengelolaan aset daerah yang berada di
luar kota karena diberlakukannya kebijakan PPKM.
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Dari sisi realisasi output, hanya 1 ( satu ) sub kegiatan yang realisasi
output kinerjanya tidak mencapai 100% yaitu Sub Kegiatan Pengamanan
Aset Daerah. Sub Kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah ( BMD )
outputnya berupa jumlah papan identitas tanah milik pemda yang
terpasang pada tanah milik Pemda dan jumlah sertifikat tanah milik
Pemda yang telah selesai diproses pada tahun berkenaan. Pada Tahun
2021, Papan identitas ditargetkan terpasang pada tanah milik pemda
sebanyak 50 unit dan target tersebut terealisasi 100%. Sedangkan
sertifikat tanah ditargetkan selesai sebanyak 250 dokumen sertifikat
tetapi serrtifikat yang berhasil diproses hanya 10 sertifikat saja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengajukan
dokumen persyaratan sertifikasi tanah milik Pemda sebanyak 240
berkas. Tetapi seiring berjalannya waktu, regulasi terkait persyaratan
sertifikasi tanah milik Pemda berubah ubah. Hal ini mengakibatkan
Badan Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah menemui kesulitan untuk
memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga sampai dengan akhir Tahun
2021, hanya 10 sertifikat yang terbit dari target yang direncanakan
sebanyak 250 sertifikat atau hanya 4%.

Sehingga persentase ketercapaian total output Sub Kegiatan

pengamanan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

Papan identitas (100%) + Sertifikasi Tanah Pemda (4%) = 52%
2

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2021 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini :
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REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD KABUPATEN PEMALANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

Tabel :2.2

TARGET | TARGET DAN REALISASI KINERJA il g
KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB
TARGET RENSTRA BPKAD S/D
CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2021
PROGRAM/ TAHUN 2022
PROGRAM) KEGIATAN | REALISASI
URUSAN/ BIDANG INDIEACOR KINFERIA KEGIATAN/ /SUB CAPAIAN
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB SUB REALIS TINGKAT
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET KEGIATAN | PROGRAM/
PROG/KEG KEGIATAN KEGIATAN ASI TINGKAT CAPAIAN
SUB KEGIATAN RENJA ( RENJA KEGIATAN
{ RENSTRA RENJA REALISASI REALISASI
BPKAD BPKAD /SUB
L i TaHUN | BPKAD ) TAHUN | KEGIATAN | ARGET
TAHUN 2021 TAHUN 2022 ) S/D RENSTRA
- 0,
2021-2026) 2021 TAHUN (%o)
2022
10=(9/4 x
7=(6/5x i
1 2 3 4 5 6 100%) 8 9=(6+8) 100% )
Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan
Bidang Keuangan
01 Program Penunjang Urusan Indeks Reformasi Birokrasi di I - - : N
Ponteriutah Desrah BPKAD 53,50 53.10 55,07 103.71% 53.20 54,16 101,23%
Kabupaten/Kota Nilai SAKIP BPKAD 60,50 60,30 61,92 102,69% 60,40 61,16 101,09%
: Tersedianya Dokumen
BRI TCTEOaR Perencanaan, Penganggaran dan
01.2.01 Penganggaran dan Evaluasi anaan, renganggarar 12 12 Dok 12 Dok 100% 12 Dok 12 Dok 100%
S : : Evaluasi Kinerja pada Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah )
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan X
120101 Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah 3 3 dok 2 dok 100% Sidak Sidok WPstie
Koordinasi dan Penyusunan i
01.2.01.02 Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD 48 70 dok 70 dok 100% 48 dok 48 dok 100%
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA o
01.2.01.03 Dokumen Perubahan RKA SKPD SKPD 90 415 dok 415 dok 100% 90 dok 90 dok 100%
01.2.01.04 | Soordinasidan Penyusunan DPA | jymjap ppa SKPD 48 70dok | 70 dok 100% 48 dok 48 dok 100%
Koordinasi dan Penyusunan i
01.2.01.05 Perubahan DPA SKPD Jumlah Perubahan DPA SKPD 90 415 dok 415 dok 100% 90 dok 90 dok 100%
01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 57 32 lap 32 lap 100% 57 lap 57 lap 100%
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Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

SKPD ( LKjIP, Laporan Capaian
Kinerja Triwulanan )

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah ( Laporan
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat E\{aluaSI Realisasi RKPD 16 0 0 0 16 16 100%
Daerah Triwulanan, Laporan  Realisasi
Anggaran dan Realisasi Fisik
bulanan ) :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Tersedianya Dokumen Administrasi 5 & xo i &7
1202 Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah ' & Gak 7ok 100% 7 dak videk i
otangiol | jEyediaenGallcan Tuniangn ‘é‘fm“’l,[?fnj‘;fgagnfgﬁ mcneHns: Qaj a8 sgog | 48k 100% 48 org 48 org 100%

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN ( Keputusan Bupati tentang
Penyediaan Administrasi Penunjukkan PA/KPA/Bendahara, o »
01.2.02.02 Pelaksanaan Tugas ASN Keptitasan Bupati tentang 25 25 dok 25 dok 100% 25 dok 25 dok 100%
Penunjukkan Bendahara BOS,
Keputusan Bupati tentang
Pengelola Barang dll )
Jumlah Dokumen Penatausahaan
01.2.02.03 ngks.?;‘:?{,‘gi?;&‘:;‘;gg:i“aian dan  Pengujian/  Verifikasi 64 0 0 0 64 64 100%
gul g Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
01.2.02.05 Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD ( LKD, LPPD dan 1 1 1 100% 1 1 100%
SKPD LKPJ Perangkat Daerah )
Pengelolaan dan Penyiapan Jumish Rokusnen e
01.2.02.06 Bahﬁ S s gfn e‘:,iksaan Tanggapan  Pemeriksaan  dan 0 0 0 0 0 0 100%
ggap Tindak Lanjut Pemeriksaan
{(:;g?;iaigﬂzz;;;lyu Sunan Jumlah Laporan Keuangan
A 0 0,
01.2.02.07 Bulanar Triswlarsn | Seresperan gulanan/ Triwulanan/ Semesteran 18 18 lap 18 lap 100% 18 lap 18 lap 100%
KPD
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
01.2.02.08 Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi 1 0 0 0 1 1 100%
Anggaran Anggaran
Kegiatan Admiristrasi BMD pada | Tersedianya Dokumen Administrasi i
01.2.03 Perangkat Daerah Penatausahaan BMD 1 0 0 2 i 1 Le0%
01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 17 0 0 0 17 17 100%

Laporan BMD pada SKPD

PenyusunanLaporan BMD pada
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SKPD ( Laporan BMD Triwulanan,
Semesteran dan Laporan
Rekonsiliasi BMD SKPD )

Tercapainya upaya peningkatan

Kegiatan Administrasi 3
gL2.08 Kepegawaian Perangkat Daerah kompetensi SDM ! 1'ieg 1keg 190% 1 keg 1 keg 100%
R | Jumlah Orang yang mengijuti
01.2.05.10 ﬁisdl?mhszzl Feratmren Femandang sosialisasi Peraturan Perundang- 60 32 org 32 org 100% 60 org 60 org 100%
: 8 undangan
j ik . Tersedianya sarana prasarana
01.2.06 g:gﬁ;“&fg:‘;fi‘ms‘ Unuam pendukung operasional perangkat 10 10dok | 10 dok 100% 10 dok 10 dok 100%
daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Listrik /Penerangan Bangunan 12 12 keg 12 keg 100% 12 keg 12 keg 100%
Kantor Kantir yang disediakan
Penyedinnn Peralatan din Jumlah Paket Peralatan dan
01.2.06.02 Perlengkapan Kantor yang 0 0 0 0 0 0 100%
Perlengkapan Kantor dissdinlomn
01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Pakf:t F"eralatan Rumah 0 0 0 0 0 0 100%
Tangga Tangga yang disediakan
0720604 | Feryediann Bahan Loglstik ‘i‘;l‘:‘tffyan}:gf;ediz‘j‘;j“ Logistik 32 32jenis | 32jenis | 100% 32 jenis 32 jenis 100%
Penyediaan Barang Catakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 £ ; o .
01.2.06.05 Pengenndaan Penggandaan yang disediakan 11 11 Jenis 11 jenis 100% 11 Jenis 11 jenis 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumigh Dokumen Bahsn -Bacaan
01.2.06.06 dan Peraturan Perundang- 12 12 keg 12 keg 100% 12 keg 12 keg 100%
Peraturan Perundang undangan S
undangan yang disediakan
01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material ‘;‘i“s‘:cll?h] Paket Bahan/Material yang 50 25 buah | 25buah |  100% 25 buah 25 buah 100%
01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu i‘;‘:};ﬁ;ﬁ‘;{;“m Ranihee 2 2jenis | 2 jenis 100% 2 jenis 2 Jenis 100%
. . |Jumlah Laporan Penyelenggaraan
01.2.06.09 Zﬁﬁfﬁfﬁg‘g@g‘ Koordinasl | pauat Koordinasi ‘dan Konsultasi 50 50keg | 50 keg 100% 50 keg 50 keg 100%
SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penataan Arsip
01.2.06.10 pada SKPD Dinamis pada SKPD 8 8 org 8 org 100% 8 org 8 org 100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik | Terlaksananya pengadaan BMD
01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah sesual ketentuan 4 4 lap 4 lap 100% 4 lap 4 lap 100%
Daerah
O1go7ior | PeceeceanKendgraan fumleh ouit  Eeacacin 6 2unit | 2 unit 100% 2 unit 2 unit 100%

Perorangan Dinas atau

Perorangan Dinas atau Kendaraan
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Kendaraan Dinas Jabatan

Dinas Jabatan yang disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas

Jumlah Unit Kendaraan Dinas

1 unit

1 unit

100%

: . y o
01.2.07.02 Operasional atau Lapangan O_pere_xsmnal atau Lapangan yang 3 1 unit 1 unit 100%
disediakan
01.2.07.05 Pengadaan Meubel J‘f'lml".ﬂh Paket Mebel yang 0 0 0 0 0 0 100%
disediakan
; Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
01.2.07.06 E;F’fsd:“"‘n PerplatanconMeain | yohmon nip  diNedikan ( 9 2 unit 2 unit - 100% 2 unit 2 unit 100%
Y Komputer dll )
Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
01.2.07.10 Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 0 0 0 0 100%
Lainnya Lainnya yang disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
01.2.07.11 Pendukung Gedung Kantor dan Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 0 0 0 0 100%
Bangunan Lainnya Lainnya yang disediakan
Eeginten-Peiyeciaon Jasa Tersedianya jasa yang menunjan.
01.2.08 Penunjang Urusan Pemerintah Feianos. Jasa, yang TCHunjang 4 4 keg 4 keg 100% 4 keg 4 keg 100%
Daerah operasional perangkat daerah
01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ‘é‘;;‘;lta&efyﬂﬁg?n Pergedingn Jasa | gy 7.800 dok | -390 100% 7.800 dok | 7.800 dok 100%
, e Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
01.2.0802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, Sumber Daya Air dan 4 4jenis | 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%
Sumber Daya Air dan Listrik e N
Listrik yang disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
01.2.08.03 ﬁgﬁﬁfg‘gﬂ Jasa Peralatan dan | peralatan dan Perlengkapan Kantor 30 30 unit | 30 unit 100% 30 unit 30 unit 100%
PAR yang disediakan
Penvediaas Jass Balavaiian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
01.2.08.04 Umim Kinise Y Pelayanan Umum Kantor yang 8 8 org 8 org 100% 8 org 8 org 100%
disediakan
Kegiatan Pemelitharaan BMD ) ;
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintah Terlaknananys pemeliharaan BMD 7 7 keg 7keg 100% 7 keg 7 keg 100%
hanit milik Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas . ; 5 ; : 5
01.2.09.01 Kendarant Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan 0 50 unit 50 unit 100% 0 unit 0 unit 100%
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
01.2.09.02 | Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Operasional atau Lapangan yang 53 Junit | 3unit 100% 53 unit 53 unit 100%

Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

dipelihara dan dibayarkan pajak
dan perijinannya
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01.2.09.05 Pemeliharaan Meubeleur Jumlah Mebeler yang dipelihara S 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100%
Of.p0y6s | Trasdhsnean Peralat dan coaiah:  Ecmlatah  dan' e 30 10unit | 10unit |  100% 10 unit 10 unit 100%
Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara
01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ‘;}“‘p‘;‘;f}‘lgraas‘“ tetap lainnya. yeng 0 53 unit | 53 unit 100% 0 unit 0 unit 100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
01.2.09.09 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 2 2 unit 2 unit 100% 2 unit 2 unit 100%
Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana é"éggih ;;Z 1:';1}? :322 g::lsarszi
01.2.09.10 dan Prasarana Gedung Kantor Lainnyg g‘)‘mg 5 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100%
das Rangynan Lainnys dipelihara/direhabilitasi
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana | Jumlah Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Pendukung Pendukung Gedung Kantor atau : ; = : . N
01.2.09.11 Gedung Kantot dan Bangunan Bangunan Lainnya vang 2 2 unit 2 unit 100% 2 unit 2 unit 100%
Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Program Pengelolaan Keuangan | Persentase Penyampaian Raperda o7 " o - & & o
02 Daersh APBD sesuai ketentuan 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
g::::itf;aan U?neé?;’ﬂ Ll 60% 60% 69,81% | 116,35% 60% 60% 100%
porsentase SP2D yang terbit sesuai | g0y 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Penyampaian Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD sesuai ketentuan
Persentase Penyampaian Laporan
Keuangan Daerah sesuai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketentuan
Kegiatan Koordinasi dan Tersusunnva Dokumen
02.2.01 Penyusunan Rencana Anggaran = o . 15 15 15 100% 15 15 100%
Daerah Perencanaan Anggaran Daerah
02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA Jumlal_l Dokumen KUA dan PPAS 1 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
dan PPAS yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan KUA R o
9eaP102 Perubahan KUA dan PPAS dan Perubahan PPAS yang disusun i Jaok Lok 100% 3iGok 1ok 100%
g2:z0103 | Koondinasi, Peayusunsndan Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi |  5.000 5.000 dok | 000 100% 5.000 dok | 5.000 dok 100%
Verifikasi RKA SKPD dok
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan RKA SKPD yang 5.000 o - 5
02.2.01.04 Verifikasi Perubahan RKA SKPD diverifikasi 5.000 5.000 dok dok 100% 5.000 dok 5.000 dok 100%
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dan Pengeluaran Kas Daerah,

Daerah, Laporan Aliran Kas dan

GZABIO8 | oasoass s WOCHnRn dan R Y 5.000 dok | 090 100% 5.000 dok | 5.000 dok 100%
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Perubahan DPA SKPD yan 5.000
0220106 | 22 S s T N eribn Yang | 5.000 5.000 dok | 37 100% 5.000 dok | 5.000 dok 100%
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah Raperda tentang APBD dan
0e201.07 dan Peraturan Kepala Daerah Perbup Pen?abaran APBD 2 4ol 27k 100% ARk Zank 1007
tentang Penjabaran APBD .
Koordinasi dan Penyusunan
Peravrun Dacrah entang | JUmeh | Kaperda, | teniane
02.2.01.08 Perubahan APBD dan Peraturan : P 5 5 dok 5 dok 100% 5 dok 5 dok 100%
tentang Penjabaran Perubahan
Kepala Daerah tentang APBD
Penjabaran Perubahan APBD
02.2.01.10 Koordinasi Perencanan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 0 0 0 0 0 0 100%
Pendapatan Perencanaan Anggaran Pendapatan
TP a—— Jumlah Dokumen Hasil Koordina_si
02.2.01.11 : Perencanaan Angagran Belanja 0 0 0 0 0 0 100%
Anggaran Belanja Daerah  —s
02.2.01.12 Koordinasi Perepcanaan Jumlah Dokumen Hasil Kom_'dinasi 0 0 0 0 0 0 100%
Anggaran Pembiayaan Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Pembinaan Perencanaan Jumlah orang yang mengikuti
02.2.01.13 Penganggaran Daerah Pemerintah | pembinaan penganggaran daerah 0 0 0 0 0 0] 106%
Kabupaten /Kota pemerintah Kabupaten Pemalang
Kegiatan Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen
02.2.02 Pengelolaan Perbendaharaan Penatausahaan dan 12 12 12 100% 12 12 100%
Daerah Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
02.2.02.01 — dan Pengelolaan Kas Daerah 48 48 lap 48 lap 100% 48 lap 48 lap 100%
Penyiapan, Pelaksanaan, Jumlah Dokumen Hasil
02.2.02.03 Pengendalian dan Penerbitan Pengendalian dan Penerbitan 0 0 0 0 0 0 100%
Anggaran Kas dan SPD Anggaran Kas dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Supervisi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 0 0 0 0 0 0 100%
Pengelolaan Dana Perimbangan Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Realisasi 5.740
02.2.02.07 Laporan Realisasi Penerimaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 5.740 5.740 lap iap 100% 5.740 lap 5.740 lap 100%
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Laporan Aliran Kas dan
Pelaksanaan

Pemungutan /Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga ( PFK )

Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotogan dan
Penyetoran Perhitungan Pihak
Ketiga ( PFK ) dan Laporan Hasil
Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Relaisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas dan
Pelaksanaan

Pemungutan /Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Pihak
Ketiga ( PFK )

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan

02.2.02.09 Pemungutan dan Pemotongan Pengeluaran Kas serta Pemungutan 0 0 0 0 0] 0 100%
atas SP2D dengan instansi terkait das Perpotonggn atas SF2D dengan
Instansi Terkait
Peny}J i Petujuk Teknis Jumlah Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang i 4
berkaitan dengan Penerimaan Admﬂ.nStraSI Keuange_m yang
02:2/02:10' | dan Peageluarnn Kas serta berkaitan dengan penerimaan dan 1 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
Penatausahaan dan pengeluardn ks aoxa
Pertanggungjawaban Sub penatausahgan ; fan.
Kegiatan pertanggungjawaban sub kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Jgﬁ?ﬂaaﬁr&ng ¥ anfﬂﬁgj;li:uag
02.2.02.11 Keuangan Pemerintah P P 5 75 50 org 50 org 100% 75 org 75 org 100%
Kabupaten/Kota keuangan poemerintah
kabupaten /kota
Kegiatan Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen
02.2.03 Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 11 11 11 100% 11 11 100%
Pelaporan Keuangan Daerah Pelaporan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi din Verifikas Asei Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi
Kewajiban, Ekuitas Pendapata;l dan verifikasi aset, kewsjiban,
02.2.03.02 Belanja P(;mbiayaa’n * | ekuitas, pendapatan,  belanja, 48 48 Lap 48 Lap 100% 48 Lap 48 Lap 100%
Pen dapé tan-LO dan ];_!eban pembiayaan, pendapatan LO dan
Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
02.2.03.03 Pertanggungjawaban Pelaksanaan | Pertanggungjawaban Pelaksanaan 14 14 Lap 14 Lap 100% 14 Lap 14 Lap 100%

APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

APBD bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
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Konsolidasi Laporan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan SKPD,

BLUD dan Laporan Keuangan o 1 100%
02.2.03.04 SKPD, BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah yang 1 1 Lap 1 Lap 100% 1 Lap Lap 6
Keuangan Pemda o
terkonsolidasi
g i Jumlah  Rancangan  Peraturan
Koordinasi dan Penyusunan b
aerah tentang
Raperda tentang ;
: Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan | 4pppy gabupaten Pemalang dan .
02.2.03.05 APBD dan Rancangan Perkada P g 2 2 dok 2 dok 100% 2 dok 2 dok 100%
: Rancangan Peraturan Kepala
tentang Penjabaran .
; Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan : b lak .
APBD Kabupaten /Kota Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan  Penyelesaian
t 100%
GR20007 Penyelesaian TP/TGR Tuntutan Perbedaharaan  dan ¢ g ¥ 2 9 o !
Tuntutan Kerugian Daerah
Penyusunan Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan Panduan
Panduan Teknis Operasional Teknis Operasional 0 100%
20008 Penyelenggaraan Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi ¢ 9 2 9 9 !
Pemda Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur | Jumlah Sistem dan Prosedur
02.2.03.10 Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi dan Pelaporan (¢} 0 0 0 0 0 100%
Keuangan Pemda Keuangan Pemerintah Daerah
Kegiatan Penunjang Urusan e _— ——
02.2.04 Kewenangan Pengelolaan Perseritaie. torgd Mnannya Belatjp 90 100% | 99,16% | 99,16% 100% 100% 100%
Transfer dan Belanja Tidak Terduga
Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Jumlah Laporan Hasil Analisis
02.2.04.08 A Perencanaan  dan Penyaluran 1.700 1.700 1.700 100% 1.700 1.700 100%
Penyaluran Bantuan Keuangan
Bantuan Keunagan
Pengelolaan Dana Darurat dan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 5 50 dok 100%
02.2.04.09 ifendesak Bitia Tiatart danMedsgak 50 50 dok 68 dok 136% 50 dok o ]
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 211 " 114 100%
V220610 Kabupaten/Kota Dana Bagi Hasil Kavbupaten/Kota a2 21) desa desa 100% 21l dema & =L =
Kegiatan Pengelolaan Data dan Peningkatan Sistem Informasi
Implementast Sistem Informasi Pemerintah Daerah 7 1 2 k 100%
02:2:95 Pemerintah Daerah Lingkup LingkupPengelolaan Keuangan 2 - kg 2keg 100% 2keg 8 .
Keuangan Daerah Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan Jumlah Dokumen Hasil
02.2.05.02 Sistem Informasi Pemda Bidang Implementasi dan Pemeliharaan 2 2 sistem | 2 sistem 100% 2 sistem 2 sistem 100%
Keuangan Daerah Sistem Informasi Pemerintah

33




Daerah Bidang Keuangan Daerah

Jumlah Orang yang mengikuti

Pembinaan Sistem Informasi pembinaan system informasi
02.2.05.03 Pemda Bidang Keuangan Daerah pemerintah daerah bidang 0 0 0 0 0 0 100%
Pemerintah Kabupaten/Kota keuangan daerah pemerintah
kabupaten pemalang
Program Pengelolaan Barang Persentase tertib Administrasi o o 00%
3 Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah 100 100% §0,8% §0,8% £00% 00 1
st Wasualdiase S Tersusunnya Dokumen Pengelolan
3.2.01 Miﬁ’k . ahg g Barang Milik Daerah sesuai 8 100% 80,8% 80,8% 100% 100% 100%
A Ketentuan
3.2.01.01 Peniyusunan Perencanaan Jumlah Standar Hargn yang 2 2 dok 2 dok 100% 2 dok 2 dok 100%
Kebutuhan BMD disusun
3.2.01.05 Penatausahaan BMD dumal lapoian Cen@ischaon 4 4 4 100% 4 4 100%
Barang Milik Daerah
3.2.01.07 Pengamanan BMD ‘é‘;;“alnag ;aﬂﬁfrg‘fi‘eif“ Perigamanan 300 300 60 52% 300 300 100%
Jumlah Laporan Hasil Penilaian
g Barang Milik Daerah dan Hasil é
3.2.01.08 Penilaian BMD Kiordingsi Penilaian B g Milik 2 2 lap 2 lap 100% 2 2 100%
Daerah
T T —— Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
3.2.01.09 g an g dan  Pengendalian  Pengelolaan 2 2 lap 2 lap 100% 2 2 100%
Pengelolaan BMD P
Barang Milik Daerah
Oudinalisisl Ienaminaa Jumlah Dokumen Hasil
Pé)manfaatan g8u ’ Optimalisasi Penggunaan,
3.2.01.10 : Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 235 286 dok 286 dok 100% 235 235 100%

Pemindahtanganan, Pemusnahan
dan Penghapusan BMD

Pemusnahan dan Penghapusan

Barang Milik Daerah

34




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1.

Menyusun Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran  Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang
mengatur tentang petunjuk teknis, sistim dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat
daerah dalam pelaksanaan penganggaran, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, yang telah disinkronkan dengan ketentuan
pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait
pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;

Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara
penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring Hibah dan
Bantuan sosial.

Menyusun Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Menyusun Keputusan Bupati yang mengatur penggunaan

rekening pada perangkat daerah.
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

LY,

18.

19.

20.

Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang kebijakan
akuntansi Pemerintah Dearah dan sistim akuntansi
Pemerintah Daerah.

Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang
mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menyusun Keputusan Bupati yang menunjuk Pengelola
Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang,
Pengurus Barang Pengguna, Pejabat Penatausahaan Barang
Milik Daerah dan Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat
Daerah.

Menyusun Keputusan Bupati yang mengatur tentang
penunjukkan Bendahar BOS pada SMP dan SD.
Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna
peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang
pengelolaan keuangan daerah;

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah kepada Pengurus Barang Perangkat Daerah;
Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan
melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dan
pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab
Pemalang;

Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab
Pemalang;

Menginventarisasi RKBU dan RKPBU dari masing-masing
SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan
kebutuhan;

Menyusun Laporan Keuangan Daerah Konsolidasi untuk
disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia dan Menyusun Laporan Barang Milik Daerah
Konsolidasi sebagai dasar pencatatan aset daerah pada
Laporan Keuangan Daerah.

Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;

Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan
penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan
kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun

laporan pendapatannya;
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21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola
keuangan di SKPD secara berkala;

Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya
sesuai ketentuan;

Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten Pemalang;

Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab
Pemalang melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito
serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan
BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti
penempatan deposito;

Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;

Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
Menyiapkan Surat Penyediaan. Dana (SPD) dan Anggaran Kas
sesuai ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten
Pemalang beserta tunjangan kinerjanya;

Melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa yang terdiri dari Bantuan Keuangan untuk
ADD, Dana Desa, TMMD, Bantuan Keuangan khusus hasil
Musrenbang dan aspirasi anggota DPRD ( Pokir ) berdasarkan
rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
koordinator pemerintahan desa;

Melaksanakan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan
rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
pengelolaan pendapatan;

Melaksanakan penyaluran Belanja Tidak Terduga berdasarkan
rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
pengelolaan bencana dan korban bencana.

Melaksanakan penyaluran pengeluaran pembiayaan
berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang

melaksanakan fungsi pengelolaan dan pembinaan BUMD;
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36. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas
Keputusan Otorisasi;

37. Mengelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem
aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan
fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang
termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
sebagai berikut :

1. PAD

1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.1.Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
1.2. Lain-Lain PAD yang Sah
1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan
1.2.2. Penerimaan Jasa Giro
1.2.3. Penerimaan Bunga
1.2.4. Tuntutan Kerugian Daerah
1.2.5. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan
1.2.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan
1.2.7. Penerimaan dari Pengembalian
1.2.8. Penerimaan Lain-Lain
1.2.9. Pendapatan Sewa
2. Dana Perimbangan
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.1.1. Bagi Hasil Pajak
2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
2.2. Dana Alokasi Umum ( DAU )
2.3. Dana Alokasi Khusus
2.3.1. DAK Fisik
2.3.2. DAK Non Fisik
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3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

3.1. Pendapatan Hibah
3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS

3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
3.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
3.3.1. Bantuan Keuangan dari Propinsi

3.4. Alokasi Dana Desa
3.4.1. Alokasi Dana Desa

3.5. Dana Insentif Daerah
3.5.1. Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, dilakukan evaluasi atas
ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. IKU Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu
Tujuan dan Sasaran yang tercantum pada RPJMD Kabupaten
Pemalang Tahun 2021-2026. Tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yaitu “Mewwjudkan Reformasi Birokrasi
yang efektif dan Efisien”. Sedangkan sasaran RPJMD Kabupaten
Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah “Meningkatnya
Birokrasi yang Akuntabel”. Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut, ditentukan
tuyjuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu
“‘Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah”.
Untuk mendukung tujuan BPKAD tersebut, terdapat dua sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ) melakukan
penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang diperiksa setiap
tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
( BPK RI ) untuk menghasilkan opini BPK RI. Pemerintah
Kabupaten Pemalang telah meraih opini BPK RI atas LKD
Kabupaten Pemalang dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian
( WTP ) sebanyak 6 kali berturut turut sejak Tahun 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 dan 2022. Hasil opni BPK RI atas LKD
Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
( BPK RI ) atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Pemalang

Hasil Tahun dikeluarkannya Opini BPK RI atas LKD

Opini BPK | 5017 | 2018 2019 2020 | 2021 | 2022
Target WTP WTP WTP WTP WTP | WTP
Realisasi WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Untuk mempertahankan prestasi atas hasil yang telah diraih
dalam pengelolaan keuangan berupa opini WTP tersebut, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan
BPKAD berupa “ Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola
Keuangan Daerah “ dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD )
2. Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah ( BMD )

Dalam upaya mewujudkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah tersebut maka ditetapkan sasaran dan indikator
saran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Sasaran 1 | 1. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen
Penganggaran

2. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran

3. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan
Daerah

4. Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki

Sasaran 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
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Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Proyeksi

_ Realisa ?sl;?: diientss Target Renstra BPKAD Realisasi Capaian Capaian Catajta_n
Mo | -naikator | Tar | oav | ndar | Program/TKK/hn ' ' Auelisis
Sasaran get 2021 | Nasi dikator SDGs Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tabus | Tedun
i 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
(n-2) (n-1) (n) (n+l) (n-2) (n-1)
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. | Hasil 15 8,175 Persentase
E_‘fgi‘;{“ran g:l’;i fﬁ;pf;‘é"]) 100% 100% | 100% | 100% 50% - 100% | 100%
Kesesuaian sesuai Ketentuan
Dokumen Persentase
:ﬁnganggar g:ﬁ:f; :Ja‘;luasna“ 60% 60% 60% 60% | 69,51% ; 65% | 65%
Umum
2. | Hasil 20 20 Persentase SP2D
Pengukuran yang terbit
Indeks sesuai ketentuan | 100% 100% 100% 100% 100% - 100% | 100%
Penyerapan
Anggaran
3. | Hasil i5 1,1433 Persentase
Pengukuran Penyampaian
Indeks Raperda
Kondisi Pertanggungjawa 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
Keuangan ban Pelaksanaan
Daerah APBD sesuai
Ketentuan
1;2; ;‘msaian 100% | 100% | 100% | 100% | 100% : 100% | 100%
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Laporan
Keuangan
Daerah sesuai
Ketentuan

Persentase
Barang
Milik
Daerah
yang
dimilikki

50%

34,8%

Persentase Tertib
Administrasi
Penatausahaan
Barang Milik
Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM )

84,08

79,78

Indeks Reformasi
Birokrasi di
BPKAD

53,10

53,20

53,30

53,40

55,07

55

55

Nilai SAKIP di
BPKAD

60,30

60,40

60,50

60,60

61,92

61

61

Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) BPKAD

Rasio Belanja
Pegawai di luar
Guru dan tenaga
Kesehatan

13,14%

13,14%

13,15%

13,16%

10,35%

11%

11%

Deviasi Realisasi
Belanja terhadap
Belanja Total
dalam APBD

-4.91%

-4,90%

-4,89%

-4,88%

-11,01 %

-10%

-10%

Rasio Anggaran
Sisa terhadap
total Belanja
dalam APBD
Tahun
sebelumnya

4,25%

4,25%

4,23%

4,22%

5,67%

4,22%

4,22%

Manajemen Aset
( Semua kriteria

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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dalam
management
aset terpenuhi =
100% , Hanya 3
kriteria = 75%,
Hanya 2 kriteria
= 50%, Hanya 1
kriteria = 25%,
Semua  Kriteria
tidak terpenuhi =
0%)

Kriteria :

Apakah ada
daftar aset
tetap?

Apakah ada
manual untuk
menyusun daftar
aset tetap?

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Apakah ada
proses
inventarisasi
aset tahunan?

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Apakah nilai aset
tercantum dalam
laporan
keuangan?

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indikator SDGs

Hasil Opini BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP
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2.3.

Hasil Evaluasi SAKIP pada BPKAD Tahun 2021

Penguatan akuntabillitas kinerja merupakan salah satu program
yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan
meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan
akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
perlu dievaluasi setiap tahun sesuai dengan amanat dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP);nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja
Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP
oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan
pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pemalang. Evaluasi ini
diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian
kinerjanya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Adapun Hasil evaluasi implementasi SAKIP Badan Pengelolan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019
berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang
Nomor : 700/827/RHS/2019 tanggal 6 Mei 2019 adalah 56,84 dengan
kategori CC. Pada Tahun 2020, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi
Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/194/VI/2020 Tanggal 10
Juni 2020 nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang naik menjadi 60,26 dengan kategori B ( Baik ).
Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten
Pemalang atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021 Nomor : 700/56/EVS/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, Nilai
SAKIP BPKAD sebesar 61,92 dengan kategori B ( Baik ). Berdasarkan hasil
evaluasi tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja BPKAD pada

44



Tahun 2019, 2020 dan 2021 sudah baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja tetapi perlu sedikit perbaikan.

Pencapaian nilai SAKIP yang baik, disertai dengan Indeks Reformasi
Birokrasi yang baik serta penilaian Zona Integritas yang mencukupi
merupakan komponen bagi perangkat daerah menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ).
Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
pada halaman 39 menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu
diperhatikan oleh Tim Penilai Internal ( TPI ) ketika melaksanakan evaluasi
internal satuan kerja adalah memastikan bahwa hasil evaluasi penerapan
SAKIP minimal “B” untuk WBK dan minimal “BB” untuk menuju WBBM.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan kategori B untuk 2 (
dua ) tahun berturut turut yaitu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021,
dinyatakan layak untuk mengikuti evaluasi Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) pada Tahun 2022.

Komponen Zona Integritas yang harus dipenuhi meliputi banyak
aspek. Selain Nilai SAKIP minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk
WBBM, komponen lain yang harus diperhatikan dan dipenuhi satuan kerja
adalah tindak lanjut terhadap hasil pengawasan APIP/BPK selesai 100%,
tingkat kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN, tren capaian kinerja
tahun sebelumnya, penerapan inovasi dan komitmen serta pemahaman
pimpinan dan pegawai terhadap zona integritas dan lain sebagainya.
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2023, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya meningkatkan
akuntabilitas kinerja serta menggali potensi untuk melaksanakan inovasi
kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dapat digambarkan pada tabel berikut :
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Tabel.2.5
Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG

KOMPONEN Nomor:700/827 /RHS/2019 | Nomor: 700/194/V1/2020 | Nomor: 700/56/EVS/2021

SAKIP Tanggal : 6 Mei 2019 Tanggal : 10 Juni 2020 | Tanggal : 12 Agustus 2021

2019 2020 2021

Perencanaan 23,19 23,19 23,19
Kinerja
Pengukuran 15,63 15,63 15,63
Kinerja
Pelaporan 15 7,15 7,15
Kinerja
Evaluasi 0,63 0,80 1,21
Internal
Capaian 10,25 13,50 14,75
Kinerja
NILAI SAKIP 56,84 60,26 61,92
BPKAD

Rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Nomor : 700/56/EVS/2021
tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut :

3.
2

Indikator Tujuan belum dilengkapi dengan target pencapaian;
Terdapat indikator sasaran yang tidak relevan karena masih

berorientasi pada output kegiatan yaitu indikator penatausahaan aset

daerah;

3. Dokumen renja belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;

4. Rencana aksi belum digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan

monitoring pelaksanaan kegiatan;

. Pengukuran kinerja belum sampai ke level pelaksana (individu) yang

mendukung tugas dan fungsi atasannya;

. Indikator sasaran masih menggunakan istilah tepat waktu, mestinya

setelah tepat waktu tersebut tercapai maka perlu meningkatkan

substansi dari indikator sasaran tersebut;

7. LKJIP belum menyampaikan tentang ketercapaian indikator sasaran;

8. Target dan capaian indikator sebaiknya menggunakan data kuantitatif

untuk mempermudah membandingkan tingkat ketercapaian dari tahun

ke tahun.
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Rekomendasi atas LHE tersebut telah ditindaklanjuti BPKAD sebagai
berikut :

1

Indikator Tujuan BPKAD telah mencantumkan target pencapaian. Pada
Renstra Tahun 2021-2026, indikator Tujuan BPKAD ada 2 yaitu :

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD )
dengan Target 80

Persentase Pemanfaatan BMD dengan target 93%

Pada Periode Renstra Tahun 2016-2021 terdapat Indikator Sasaran
berupa “Persentase Pemanfaatan Aset Daerah”, sesuai dengan
rekomendasi Inspektorat maka pada periode Renstra Tahun 2021-
2026, Indikator Sasaran tersebut telah diubah menjadi “Persentase
Barang Milik Daerah yang dimiliki”. Perubahan Indikator sasaran yang
baru tersebut bersifat kualitatif dan merupakan solusi atas isu
strategis di BPKAD terkait penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemda;
Pagu indikatif renja telah dimasukkan pada aplikasi SIPD ( Sistim
Informasi Pemerintah Daerah ). Entrian renja pada SIPD tersebut telah
digunakan sebagai pediman bagi perangkat daerah dalam menyusun
RKA/DPA pada tahun berkenaan;

Monitoring ketercapaian output telah dilaksanakan secara berkala baik
dari tingkatan sub kegiatan, kegiatan dan program. Pelaksanaan
monitoring berpedoman pada rencana kegiatan yang tertuang pada
dokumen rencana aksi ataupun Perjanjian kinerja;

Perjanjian Kinerja Individu telah disusun sampai dengan level
pelaksana, meskipun belum dilakukan oleh seluruh pelaksana pada
BPKAD, tetapi secara bertahap perjanjian kinerja individu tersebut
akan diwajibkan kepada seluruh pelaksana di BPKAD, termasuk
laporan ketercapaian kinerja individu yang disampaikan secara
triwulanan.

Indikator sasaran pada Renstra Tahun 2021-2026 sudah tidak lagi
menggunakan istilah tepat waktu tetapi menggunakan data kuantitatif
untuk mempermudah penyandingan ketercapaian dengan tahun
sebelumnya.

LKjIP Tahun 2021 telah menyampaikan tentang ketercapaian indikator
sasaran pada tahun berkenaan dan ketercapaian pada tahun tahun
sebelumnya. Ketercapaian Indikator sasaran tersebut tercantum pada
LKjIP BPKAD Tahun 2021 BAB III Huruf A Halaman 55.
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10. Target indikator tujuan dan target indikator sasaran pada Renstra
Tahun 2021-2026 telah menggunakan data kuantitatif, sesuai
rekomendasi inspektorat. Satuan target indikator tujuan dan indikator

sasaran menggunakan Bobot Nilai, Persentase dan Indeks.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang yaitu melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang juga
melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pemalang
selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang
melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD )
dengan tugas sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

48



Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; dan

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan

oleh Bupati.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ) melaksanakan fungsi
Bendahar Umum Daerah ( BUD ). Selaku BUD, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah memunyai tugas sebagai berikut :

a.

dan

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD);

Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA-SKPD );

Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama Pemerintah Daerah;

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

Aset Daerah terdapat isu-isu penting yang tercantum dalam RPJMD

Tahun 2021-2026 yaitu terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dari sisi

Pengamanan maupun pemanfataannya. Selain terkait Barang Milik daerah,

terdapat isu strategis lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan

daerah yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistim

informasi pengelolaan keuangan daerah dan pergantian regulasi pengelolaan

keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Isu strategis

tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Keterbukaan informasi dan data pengelolaan keuangan dan aset daerah

menjadi isu yang seksi, sehingga menarik banyak pihak untuk menuntut
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transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal. Mulai
dari Kementrian Dalam Negeri yang mewajibkan upload data perencanaan,
penganggaran dan laporan keuangan pada website Pemerintah Daerah dan
menjadikan publikasi data tersebut menjadi salah satu komponen
pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Komisi Pemberantasan
Korupsi ( KPK ) pun sangat intens dalam melaksanakan monitoring
transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui aplikasi
Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi ( MCP
KPK ) yang dilaksanakan secara berkala. Keterbukaan informasi dalam
pengelolan keuangan dan aset daerah menjadi kewajiban yang harus
diindahkan oleh Pemerintah Daerah, tak terkecuali Kabupaten Pemalang.

. Pengamanan Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah berupa pemasangan patok
pada Tanah Milik Pemda dan Sertifikasi tanah milik Pemerintah
Kabupaten Pemalang. Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan
upaya mendapatkan bukti kepemilikkan Barang Milik Daerah dalam
rangka meminimalkan kemungkinan barang milik daerah yang hilang
karena belum dimilikkinya bukti kepemilikkan. Pemerintah Kabupaten
Pemalang sangat concern dan focus pada upaya pembuatan sertifikat
tanah milik Pemkab Pemalang. Jumlah Tanah Milik Pemkab Pemalang
2.175 Bidang, yang telah bersertifikat sebanyak 757 Bidang atau 34,80%.
Percepatan Sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang menjadi isu strategis
mengingat hal tersebut menjadi salah satu target kerja Presiden Joko
Widodo. Dalam upaya mendukung kebijakan tersebut, Kementrian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan
Pengenaan Tarif Rp.0,00 ( Nol Rupiah ) untuk sertifikasi tanah aset
instansi pemerintah dan pemerintah daerah melalui surat Kementrian
Agraria dan Tata Ruang Nomor : KU.01.04/1301-100/VIII/2020 tanggal 19
Agustus 2020. Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya untuk
mendukung  sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dengan
mengaokasikan anggaran sertifikasi tanah pada DPA BPKAD Tahun 2021
sebesarlRp.750.000.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp.1.500.000.000,00.
. Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang
mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diikuti dengan

penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
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Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta turunannya.
Regulasi tersebut menuntut pemerintah daerah melaksanakan
penyesuaian akun pendapatan dan belanja, nomenklatur program dan
kegiataﬁ serta penyesuaian penanggungjawab urusan. Hal ini bukan hal
mudah, karena regulasi keluar setelah APBD ditetapkan, sehingga
Pemerintah Daerah harus melakukan mapping atas kode rekening dan
nomenklatur program kegiatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten
Pemalang wajib menyesuaikan regulasi daerah yang terkait dengan
pengeloaan keuangan seperti : Peraturan Daerah tentang pengelolaan
keuangan daerah, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur Sistim dan Prosedur pengelolaan
keuangan daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Hibah dan
Bansos, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistim
Aplikasi Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang
tata cara pengelolaan barang milik daerah.

. Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2021, penggunaan sistim informasi dalam pengelolaan
keuangan daerah mengalami dilema yang mengakibatkan perbedaan
penggunaan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah dalam
penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Pada
Tahun 2021, penyusunan APBD menggunakan Sistim Informasi
Pemerintah Daerah ( SIPD ) sedangkan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban menggunakan SIMDA. Penggunaan aplikasi yang
tidak sama tersebut, memberikan sedikit kendala dalam penyusunan
APBD terutama dalam penyajian lampiran APBD yang tidak tersedia
formatnya di SIMDA. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pemalang
merencanakan menggunakan 2 aplikasi pengelolaan keuangan yaitu SIPD
untuk penganggaran dan FMIS ( Financial Management Informasi Sistim )
untuk Keseluruhan pengelolaan keuangan mulai dari Perencanaan,
Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Kinerjanya. Diharapkan pada Tahun 2023, dengan
menggunakan FMIS maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah

memilikki satu sistem yang terintegrasi.
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Analisis SWOT (Stregths, Weakness, Opportunities, Threats):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal
maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat
tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan
kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selalu
menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan
yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program
yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan
daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;

3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4

Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A.Kekuatan (Strengths), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan kegiatan maupun
pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat antara lain : Undang-
Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistim Informasi Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran
Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
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dan Himpunan Peraturan Bupati Pemalang tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua
perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk
bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung
visi misi Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai unsur penunjang urusan pererintahan. Peraturan Bupati Nomor 97
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang digunakan sebagai
petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil BPKAD Kabupaten
Pemalang;

Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait
dengan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun
2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026;

Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi serta tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian
tujuan;

Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten
Pemalang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN
sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;

Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya anggaran
untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, motivasi, kemauan kerja yang

tinggi serta kemampuan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang

terbaik untuk masyarakat.
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Kelemahan (Weakness), berupa:

- Kurangnya koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas;

- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang berkompeten dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;

- Penempatan pegawai yang tidak mempertimbangkan kompetensi, latar
belakang Pendidikan dan kebutuhan organisasi;

- Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan penggunaan sistim
aplikasi pengelolaan daerah ( SIPD ) tanpa adanya pendampingan pada
saat implementasinya.

- Amanat pemerintah pusat terkait "Satu Data Indonesia” yang tidak disertai
dengan penyediaan sarana prasarana yang cukup untuk menyediakan
sistim aplikasi yang terintegrasi.

- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum

bersertifikat.

- Belum adanya database pemanfaatan aset daerah yang dikelola dengan

sistim sewa.

C.Peluang (Opportunities), berupa:

Terjalinnya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan
terkait dengan penempatandan penyimpanan uang daerah, Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) terkait dengan penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Pemalang dan Penerimaan Bagi Hasil BUMD, Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
serta monitoring pelaporan pajak, Kementrian Keuangan terkait dengan
kebijakan Dana Perimbangan dan Belanja Transfer, Kementrian Dalam
Negeri terkait Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penggunaan sistim aplikasi
dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pihak lainnya;
Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, yang dapat
dilihat dari hasil penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di
BPKAD;

Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi
kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan
ketentuan yang belaku serta mempublikasikan data dan informasi

pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui website Badan Pengelolaan

|
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Keuangan dan Aset Daerah serta Website Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang.

- Tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan
Daerah ( LKD ) Kabupaten Pemalang untuk 5 (lima) tahun berturut-turut
atas LKD Tahun 2016,2017,2018, 2019 dan 2020. Hal ini menjadi pemacu
dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (Threats), berupa:

- Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur
pengelolaan keuangan daerah secara umum yang disertai dengan regulasi
lainnya tentang pengelolaan keuangan daerah mewajibkan Pemerintah
Daerah menyesuaikan kebijakan daerah melalui regulasi berupa Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Daerah yang mengatur
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Bupati yang mengatur Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan
sosial, Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Pemalang, Peraturan, Peraturan Bupati yang mengatur Sistim
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur
pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi penatausahaan,
pemanfaatan, penghapusan dan pelaporannya ;

- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan
kinerja dan output yang optimal;

- Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk
Bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil
pajak dan retribusi kepada pemerintah desa dan pengeluaran pembiayaan
yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya. Penyaluran
Belanja tersebut membutuhkan kompetensi ASN yang memadai, kemampuan
berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi dan
perubahannya terkait penyaluran belanja-belanja tersebut, kemampuan
dalam menyusun pelaporan realisasi belanja khususnya belanja yang
bersumber dari Dana Transfer yang tidak disalurkan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, tetapi harus dicatat pendapatan dan belanjanya pada laporan

Pemerintah Daerah.
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Visi Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang
Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangeni’. Adapun uraian dari masing- masing
frasa pada Visi tersebut adalah :

* Adil, adalah Keadaan / kondisi Kabupaten Pemalang dimana
pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan
antara wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua
masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf
hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya;

* Makmur, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya
tercukupi kebutuhan hidupnya;

* Agamis, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya
menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam
sikap dan perilaku hidup;

= Ngangeni, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman,
tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari
masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi
pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari.
Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah
perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih,
indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan
Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun
pengunjung. “Pemalang itu ngangeni”.

Adapun Misinya adalah :
1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karater masyarakat yang
agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan
berkesinambungan
Dari misi Kabupaten Pemalang tersebut, yang terkait secara langsung
dalam tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

misi ke 2 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih.
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Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong bagi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam

melaksanakan pelayanan adalah :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dapat dikelola
dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir secara optimal.
Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM yang mengelola pemanfaatan
aset daerah dengan sisitim sewa, belum adanya sistim aplikasi yang
mengakomodir/mengelola database pemanfaatan aset daerah dengan sistim
sewa serta administrasi penyimpanan dokumen perjanjian sewa yang kurang
memadai. Hal ini mengakibatkan pendapatan sewa tidak optimal dan tidak
dapat mendukung peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal
tersebut menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.

2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat
didepositokan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun berjalan sehingga
perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai nilai yang
signifikan dalam mendukung peningkatan PAD.

3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan
kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena Pemerintah Daerah
belum memiliki bukti kepemilikkan tanah Pemda yang cukup dan sesuai
ketentuan.

4. Inventarisasi aset Daerah dalam SIMDA BMD belum dapat terkoneksi secara
langsung dengan SIMDA Keuangan karena kedua aplikasi tersebut belum

terintegrasi. Sehingga data aset tetap dan penyusutannya belum otomatis

dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat untuk mendukung pembangunan yang
ada di wilayah Kabupaten Pemalang termasuk penyaluran Dana Desa.

2. Sarana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan memperlancar
pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang dalam memberikan pelayanan.

3. Semangat'dan Disiplin Kerja dari ASN di BPKAD Kabupaten Pemalang, dapat

mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD

lain secara optimal.

57



4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD Kabupaten

Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis.Dengan adanya kesempatan
ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi
Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pemalang dalam

memberikan pelayanan yang maksimal.

. Adanya perjanjian kinerja individu dan penilaian kinerja bagi ASN melalui

aplikasi Sistim Informasi Kepegawaian ( SIMPEG ) dan pemberian Tambahan
Penghasilan berdasarkan capaian kinerja masing-masing individu. Hal ini
memberi support pada masing-masing ASN untuk melaksanakan tugasnya

secara tuntas dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan.

Upaya keras yang berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah

sebagai berikut :

a.

Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan
fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi
mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan
kegiatan;

Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja,
berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga
dapat disusun laporan yang akuntabel.

Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar
dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan
laporan keuangan daerah;

Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan
pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan
evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah serta segera
dilaksanakan integrasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan agar dapat
disajikan laporan aset yang akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah.

Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi,
melayani -dan mencari solusi merupakan faktor yang penting dalam

mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;
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2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada tabel 2.6 ini disajikan perbandingan antara Rancangan
Awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :
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Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Catat
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan 2ol
; ng
Ko Pégg‘;gg;f:ﬁmmn! Urusan/Bidang Target Urusan/Bidang
Urusan/ Nama . L 2 Urusan/ Nama 4 B Target
Program/ In}l'::hk:_itfaranéq: Ii:m & a:am / Lokasi | ©2P2@ Pagu Indikatif Program/ [ndlkamrKKm o r;]:nProgra ayf Lokasi capaian Kebutuhan Dana
Nama Kegiatan/ ega uzhepalan kinr; o Nama Kegiatan/ caa kinerja
Nama Sub Kegiatan X Nama Sub Kegiatan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan Penunjang
0z Bidang Keuangan 487.897.764.000 487.897.764.000
Program Penunjang Program Penunjang
Urusan Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi di i Urusan Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi di ;
02 | 01 Kabupaten/Kota BPKAD BPKAD 53,30 8.920.102.000 Kabupaten/K BPKAD 53,30 8.920.102.000
Nilai SAKIP BPKAD BPKAD 60,50 Nilai SAKIP BPKAD 60,50
K‘P gl:un Tersedianya Dokumen Kegiap thn Tersedianya Dokumen
0z | o1 01 Penganggaran dan PemncanRRz, —TYUERSEEUER | poiiy | i3 ol 25.500.000 | Penganggaran dan Percncanaan, —Penganggaran 12 Dok 25.500.000
Bvaliasi dan Evaluasi Kinerja pada dan Evaluasi Kinerja pada
Kinerja Perangkat Daerah Brainasi Kinexja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Perangkat D: h ang -
Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen
02 | 01 01 | O1 | Perencanaan Perencanaan Perangkat | BPKAD 3 dok 3.000.000 | Perencanaan Perencanaan Perangkat BPKAD 3 dok 3.000.000
Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Daerah
Koordinasi dan Koordinasi dan
02 | 01 01 | 02 | Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen RKA SKPD BPKAD | 48 dok 500.000 | Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen RKA SKPD BPKAD 48 dok 500.000
RKA SKPD RKA SKPD
Miiarcinam den Jumlah Dokumen Perubahan Kbardinast dsn Jumlah Dokumen Perubahan
02 | 01 01 | 03 | Penyusunan Dokumen RKA SKPD BPKAD | 90 dok 3.000.000 | Penyusunan Dokumen RKA SKPD BPKAD 90 dok 3.000.000
Perubahan RKA SKPD Perubahan RKA SKPD
Koordinasi dan Koordinasi dan
02 | 01 01 | 04 | Penyusunan DPA Jumlah DPA SKPD BPKAD | 48 dok 3.000.000 | Penyusunan DPA Jumlah DPA SKPD BPKAD 48 dok 3.000.000
SKPD SKFD
Koordinasi dan Koordinasi dan
02 | 01 01 | 05 | Penyusunan Jumlah Perubahan DPA SKPD | BPKAD | 90 dok 16.000.000 | Penyusunan Jumlah Perubahan DPA SKPD BPKAD 90 dok 16.000.000
Perubahan DPA SKPD Perubahan DPA SKPD
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Catat

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan ;:zlnti
. ng
R f‘('e”gia ’f:f“w“" Urusan/Bidang = Urusan/Bidang
Urusan/ Nama i s % ! Urusan/ Nama " e Target
Program/ I“&f“?‘fgﬂ“}“gﬂg program /| 1oyggi | CAPaia Pagu Indikatif Program/ tadiator Binetia Brograa/ Lokasi | capaian | Kebutuhan Dana
Nama Kegiatan/ ga REan ki o Nama Kegiatan/ e kinerja
Nama Sub Kegiatan nene Nama Sub Kegiatan
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12
Kel Iﬂllt‘nmm Tersedianya Dokurnen multml i Tersedianya Dokumen
5/(02 | 01 |2| 02 Ke Pe kat Administrasi Keuangan | BPKAD 7 dok 6.722.043.000 Ke Pe fat Administrasi Keuangan BPKAD 7 dok 6.722.043.000
i ll.lu:_glll rang Perangkat Daerah - mm] Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah orang yang menerima Penyediaan Gaji dan Jumlah orang yang menerima
5(02)01 )2 02|01 Tunjangan ASN Gaii dan Tunjangan ASN BPKAD | 48 org 6.707.243.000 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD 48 org 6.707.243.000
' Jumlah Dokumen Hasil
Jusijsh, _Delpren = Hadl Penyediaan Administrasi
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN |
Pelakssnmn Tuges. ASH | Keputusan Bupati tentan
Penyediaan Keputusan Bupati tentang Penyediaan pUsy P g
5| 02| 01 | 2] 02 | o2 | Administrasi Periuninkinn PA/KPA/ | Bpgap | 25 dok 14.000.000 | Administrasi g:;%?:ﬁ::ﬁdahm BPKAD | 25dok 14.000.000
Pelaksanaan Tugas Bendahara Keputusan BPKAD LIS Pelaksanaan Tugas K ! : T
e : eputusan BPKAD Bupati
ASN Bupati tentang Penunjukkan ASN .
tentang Penunjukkan
Bendahara BOS, Keputusan K
Bupati tentang Pengelola Benda_hara BOS, Keputusan
Barang dll ) Bupati tentang  Pengelola
e Barang dll )
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
Penyusuran Laporan Akhir Tahun SKPD ( LKD, Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD ( LKD,
5/ 02|01 (2] 02| 05| v onoan Akhir Tahun | LPPD dan LKPJ Perangkat | D <AD | 1lap 800.000 | o angan Akhir Tahun | LPPD dan LKPJ Perangkat | CPRAD | 1lap £00.000
SKPD Daerah ) SKPD Daerah )
Kegiatan Tercapainya upaya Kegiatan Tercapainya upaya
5(02 |01 2] 05 Administrasi peningkatan kompetensi SDM | BPKAD | 1 Jenis 280.000.000 | Administrasi peningkatan kompetensi SDM BPKAD 1 Jenis 280.000.000
Kepegawaian Kepeg i
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang mengikuti
Sosialisasi Peraturan mengikuti sosialisasi Sosialisasi Peraturan sosialisasi Peraturan
Spo2)oiales) 10 Perundang-Undangan Peraturan Perundang- BRELR: || S0 280,000,000 Perundang-Undangan Perundang-undangan SPRaD 60 org 250000000
undangan
Kegiatan Tersedianya sarana prasarana Kegiatan Tersedianya sarana prasarana
5/02 |01 |2 06 Administrasi Umum pendukung operasional BPKAD | 10 dok 642.559.000 | Administrasi Umum pendukung operasional BPKAD 10 dok 642.559.000
Perangkat Daerah perangkat daerah Perangkat Daerah perangkat daerah
Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan KAD Instalasi Instalasi  Listrik/Penerangan
5l62 | 01 |2 06 |0 listrik/ Penerangan Bangunan Kantir yang BE; 12keg 3.000.000 listrik/ Penerangan Bangunan Kantir yang BPKAD 12 keg /000,500
Bangunan Kantor disediakan Bangunan Kantor disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 32 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 32
i ol R [l 04 Logistik Kantor Kantor yang disediakan RERAD paket L0000 Logistik Kantor Kantor yang disediakan BFEAD paket 50,900,000
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 11 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 11
5(02)] 01 |2 05 | Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan | BPKAD Paket 30.000.000 | Cetakan dan dan Penggandaan yang | BPKAD Paket 30.000.000
Penggandaan yang disediakan = Penggandaan disediakan
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Catat

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan ?;2“ #
x ng
Kode Prog-ram,{ Kegatan/ Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Sub Kegiatan Target
Urusazny Nama Indikator Kinerja Program [ capaia Urusan/ Nama Indikator Kinerja Program/ Target
Program/ Kegiatan:/ SEb K ?mn Lokasi Pagu Indikatif Program/ Kei ?an Lokasi capaian Kebutuhan Dana
Nama Kegiatan/ g g kinr;. a Nama Kegiatan/ g kinerja
Nama Sub Kegiatan ] Nama Sub Kegiatan
2 : 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12
e | N Ll
02 | 01 06 | 06 | Bacaan dan Peraturan BPKAD | 12 Dok 5.000.000 | Bacaan dan Peraturan BPKAD 12 Dok 5.000.000
Perdndineiidarisns Perundang-undangan yang Perundan o Perundang-undangan yang
g & disediakan gundangan | disediakan
Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material 25 Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material 25 0
g2 | & 06 | 07 | Bahan/Material yang disediakan BPKAD | paket 3.000.000 | pahan/Material yang disediakan BPKAD | paket SB9a00
02 | o1 o6 | o8 ;‘asilimsi Kunjungan Jum_]ah Laporan Fasilitasi BPKAD | 2 Lap 100.000.000 Fasilitasi Kunjungan Jum_lah Laporan Fasilitasi BPKAD 2 Lap 100.000.000
amu Kunjungan Tamu Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggara an Penyelenggara an
02 | o1 06 | 09 | Rapat Koordinasidan | Peryelenggaraan Rapat | pppap | 50 Lap 447.559.000 | Rapat Koordinasidan | Lenyelenggaraan =~ Rapat | ppuan | 50 1ap 447.559.000
: Koordinasi dan Konsultasi ) Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
SKPD SKPD
Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penataan Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penataan
ol iy 06 | 10 | pinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD BEKAD: | Dok #.000.000 | 1 amis pada SKPD | Arsip Dinamis pada SKPD BPEAD | Dok 4000000
Kegiatan Pengadaan Terlaksananya pengadaan Kegiatan Pengadaan Terlaksananya pengadaan
Barang Milik Daerah BMD sesuai ketentuan Barang Milik Daerah BMD sesuai ketentuan
02 | 01 07 Penunjang Urusan BPKAD | 4lap 145.000.000 Penunjang Urssan BPKAD 4 lap 145.000.000
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan
02 | o1 07 | 06 g:’:f;‘i:’:gfi“?n Mesin  Lainnya  yang | BPKAD | 2 unit 145.000.000 | Pengadaan Peralatan | yegin Lainnya  yang | BPKAD | 2 unit 145.000.000
Y disediakan ( Komputer dll | Annya disediakan ( Komputer dll )
g:rx::j:ﬁ:m Tersedianva jasa yang g:::'l;:: ul;enyedix,un Tersedianya jasa yang
02 | 01 08 U Pemerintah menun{:"u:gd . operasional | BPKAD 4 keg 915.000.000 U P i I‘tah menu|1ij:::ar:4g-é1 " operasional BPKAD 4 keg 915.000.000
Pestal perangkat daera Daeral perang aera
Penyediaan Jasa surat | Jumlah Laporan Penyediaan KAL 7.800 Penyediaan Jasa surat | Jumlah Laporan Penyediaan 7.800
o3 | ) L Menyurat Jasa Surat Menyurat BF dok 15.000.000 Menyurat Jasa Surat Menyurat BERAD dok 15.000.000
Fenyatiaan Jas Jose Koericast,® Sumber Pengedisan Jasd e Moavul, Neshe Ly
02 | 01 08 | 02 | Komunikasi, Sumber p P BPKAD | 4 jenis 665.000.000 | Komunikasi, Sumber : AL BPKAD 4 jenis 665.000.000
Daya Air dan Listrik SgE JkE: s ende geng Daya Air dan Ligrile | D8 A dan Liswik yung
o disediakan ¥ disediakan
renyediaan Josa | Jomeh LaForen Pervedin Penyedinan Jusa | Jome L4gor Penvedony |
02 | 01 08 | 03 | Peralatan dan BPKAD | 30 unit 10.000.000 | Peralatan dan BPKAD 30 unit 10.000.000
Perlonslinnan Katitae Perlengkapan Kantor yang Perl & Keivitor Perlengkapan Kantor yang
ghkap disediakan Tleagiapa disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
02 | o1 08 | 04 | Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum Kantor | BPKAD 8 org 225.000.000 | Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum Kantor BPKAD 8 org 225.000.000
Kantor yang disediakan Kantor yang disediakan
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Catat

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan S
ng
Kode g‘)ﬁm‘{ }::gm tan/ Urusan/Bidang Target Urusan/Bidang
ub Regatan Urusan/ Nama v T s Urusan/ Nama i i o Target
Pm;am / Indikator Kinerja Program /| ;.. ; | capaia Pagu Indikatif Program/ e am/ Lokasi | capaian | Kebutuhan Dana
Nama Kegiatan/ Kegintan / Sub Kegiatan: kx‘nr:e a Nama Kegiatan/ eglatan kinerja
Nama Sub Kegiatan A Nama Sub Kegiatan
2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
Kegiatan Kegiatan i e
Pemeliharaan BMD Terlaksananya pemeliharaan o 000.000 Pemeliharaan BMD Terlaksananya pemeliharaan 7 ke 190.000.000
B0 o = penunjang urusan BMD milik Perangkat Daerah BREAR | Tlees A30400: penunjang urusan BMD milik Perangkat Daerah g
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa )
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak Operasional atau Lapangan )
5|02 01 09 | 02 | dan Perijinan yang dipelihara dan | BPKAD | 53 unit 150.000.000 | dan Perijinan yang dipelilw.lra dan 53 unit 150.000.000
Kendaraan dibayarkan pajak dan Kendaraan dlbﬁ:!rarkan pajak dan
Operasional atau perijinannya Operasional atau perijinannya
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan s Pemeliharaan G
) Jumlah Peralatan dan mesin : ; Jumlah Peralatan dan mesin . 000.000
5/02 |01 09 | 06 | Peralatan dan Mesin 5 R BPKAD | 10 unit 10.000.000 | Peralatan dan Mesin ! P 10 unit 10. ;
p lainnya yang dipelihara i lainnya yang dipelihara
Lainnya Lainnya
Pemeliharaan/ Pemeliharaan/
e Jumlah Gedung Kantor dan T Jumlah Gedung Kantor dan .
5(02 | 01 09 | 09 REhah]i;mga;d ung Bangunan Lainnya yang | BPKAD | 2 unit 15.000.000 E:ﬁ?b:l:;:i‘gafunfan Bangunan Lainnya  yang 2 unit 15.000.000
Kﬂf‘“‘;ﬂ an Bangunan | 4ielihara/direhabilitasi find °ya gl dipelihara/direhabilitasi
E:nh:liai;'l-lli?at amai Sa”' s Jumlah sarana dan prasarana Eznl::ﬁfaas?girm .g;;gxlah aara.n;‘1 da:.n prasare;ra'za
5|02 | o1 09 | 10 | dan Prasarana Gedung (B};ﬁ::gan K;’;;’;ﬂ ;;‘:; BPKAD | 1 Unit 15.000.000 | dan Prasarana Gedung Bm‘;;‘gﬁ " m’i‘nf:}_a ;‘m‘; 1 Unit 15.000.000
Kantor atau Bangunan L " S v Kantor atau Bangunan dipelihara /direhabilitasi
Lainnya dipelihara/direhabilitasi _ Lainnya l:‘:Epe ihara/direha Ple si ‘
Persentase Penyampaian rsentase nyampalan
5|02 | 02 m‘ ngelolaan | paperda  APBD  sesuaj BPKAD | 100% 477.268.562.000 | Drogram Pengelolaan | popoda  APBD sesuai 100% 477.268.562.000
ketentuan ketentuan
Persentase Belanja Urusan y: Persentase Belanja Urusan %
Pemerintahan Umum BREAD | “a07%: Pemerintahan Umum G
Perscr}tsse SP2D wvang terbit BPKAD | 100% Z:;‘i::j‘lt;:;n?llﬁg yang terbit 100%
sesuai Ketentuan :
Persentase Penyampaian Persentase Penvampaian
Raperda Pertanggungjawaban . Raperda Pertanggungjawaban 100%
Pelaksanaan APBD sesuai BREADY | 300% Pelaksanaan APBD sesuai -
ketentuan ketentuan
Persentase Penyvampaian Persentase Penyampaian )
Laporan Keuangan Daerah | BPKAD | 100% Laporan Keuangan Daerah 100%
sesuai Ketentuan sesuai Ketentuan
m‘ Pem Tersusunnya Dokumen m‘ Pet::u-u:nn Tersusunnya Dokumen
ypm a : . are 15 dok 515.000.000
5|02 | 02 01 Perencanaan Anggaran | BPKAD | 15dok 515.000.000 Perencanaan Anggaran
:;:g rah Anggeren Daerah mﬂ ml Anggersn Daerah
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Catat

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan ;:nti
o ng
Kale ngram‘{ Kegintan/ Urusan/Bidang Urusan/Bidang
SithKagatan Urusan/ Nama Target Urusan/ Nama Target
Program/ ‘“]‘i;k‘i“:’;n“;“;gs program /| okagj | CAP3 Pagu Indikatif Program/ N Frogram/ Lokasi | capaian | Kebutuhan Dana
Nama Kegiata}n / &a &a kinerja Nama Kegiatan/ egatan kinerja
Nama Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Koordinasi dan ,
02 | 02 01 | 01 | Penyusunan KUAdan | Juriah Dokumen KUA dan | gpyap | 1 dok 100.000.000 | Penyusunan KUA dan | Sumlah Dokumen KUA dan | ppgap | 1 dok 100.000.000
PPAS yang disusun PPAS PPAS yang disusun
*;:gﬁ‘;:;;ﬁa" Jumlah Dokumen Perubahan g;?_;i‘;‘::;ga“ Jumlah Dokumen Perubahan
02 | 02 01 | 02 e btk KUA dati KUA dan Perubahan PPAS | BPKAD 1 dok 30.000.000 Perubahan KUA dan KUA t;lan Perubahan PPAS BPKAD 1 dok 30.000.000
PPAS yang disusun PPAS yang disusun
Koordinasi dan Koordinasi dan
Pe;
D:g::"'tl;:nmg;r:},ggn Jumlah Raperda tentang g?e gﬁ";ﬁgﬂigggn Jumlah  Raperda tentang
02 | 02 01 | 07 APBD dan Perbup Penjabaran | BPKAD 2 dok 200.000.000 g APBD dan Perbup Penjabaran BPKAD 2 dok 200.000.000
dan Peraturan Kepala APBD dan Peraturan Kepala APBD
Daerah tentang Daerah tentang
Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Jumlah Raperda tentang Daerah tentang Jumlah Raperda tentang
Perubahan APBD dan Perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD dan Perubahan APBD dan Perbup
02 | 02 01 | 08 Peraturdn Kepali tentang Perjabaran BPKAD 5 dok 185.000.000 Peraturan Kepala tentang Penjabaran BPKAD 5 dok 185.000.000
Daerah tentang Perubahan APBD Daerah tentang Perubahan APBD
Penjabaran Perubahan Penjabaran Perubahan
APBD APBD
dm“;:::olnl “ Tersusunnya Dokumen mwl Tersusunnya Dokumen
02 | 02 03 Perbendat Penatausahaan dan | BPKAD 12 295.000.000 Perhenmll Penatausahaan dan BPKAD 12 295.000.000
D + Perbendaharaan Daerah Tk Perbendaharaan Daerah
_— Jumlah Dokumen Hasil - Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan T Koordinasi dan .
02 | 02 03 | 01 | Pengelolaan Kas i dan Pengelolaan | poap | 48 1ap 94.747.500 | Pengelolaan Kas Koordinasi dan Pengelolaan | gpgan | 481ap 94.747.500
Daeral s Daera Deairahy Kas Daerah
Jumlah Laporan Realisasi Jumlah Laporan Realisasi
Koordinasi Penerimaan dan Pengeluaran Koordinasi Penerimaan dan Pengeluaran
Penyusunan Laporan Kas Daerah, Laporan Aliran Penyusunan Laporan Kas Daerah, Laporan Aliran
Pialisasi Pestecimann Kas dan Pelaksanaan Realisasi Penerimaan Kas dan Pelaksanaan
dan Pengeluaran Kas Pemungutan/Pemotogan dan dan Pengeluaran Kas Pemungutan/Pemotogan dan
Daerah, Laporan Aliran Penyetoran Perhitungan Pihak 5.740 Daerah, Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak 5.740
02 | 02 03 | 07 [ dar‘1 Pelaksanaan Ketiga ( PFK ) dan Laporan BPKAD la 93.252.500 | Aliran Kas dan Ketiga ( PFK ) dan Laporan BPKAD ] 93.252.500
Hasil Koordinasi dalam P Pelaksana Hasil Koordinasi dalam P
Pemungutan/Pemoton A -
gan dan Penyetoran rang}te Pfenyusgnan Laporan Pemungutan/Pemoton rangka If'enyusl.'man Laporan
Perhi i Relaisasi Penerimaan dan gan dan Penyetoran Relaisasi Penerimaan dan
'erhitungan Fihak Pariza) Kas D. h 3 .
Ketiga ( PFK ) geluaran Kas Daerah, Perhltungan Fihak Pengelum Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas dan Ketiga ( PFK ) Laporan Aliran Kas dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
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Catat

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan aP:lnti
. ng
Kode Psrsgr;l:;;f:ngﬁmf lljjmsan,; B;dang Target Uruscan,:r Bidang .
rusan/ Nama i R i Urusan/ Nama 5 g arget
Program/ nARetor Kt oot {1 | ‘Lokaad] | SRRERR Pagu Indikatif Program/ e Lokasi | capaian | Kebutuhan Dana
Nama Kegiatan/ egiatan / Sub Kegiatan i Nama Kegiatan/ egiaten kinerja
Nama Sub Kegiatan nena Nama Sub Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Pemungutan/Pemotongan Pemungutan/Pemotongan dan
dan Penyetoran Perhitungan Penyetoran Perhitungan Pihak
Pihak Ketiga ( PFK ) Ketiga ( PFK )
Penyusunan Petunjuk Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi Jumilah  Petunjuk  Teknis Teknis Administrasi Jumlah  Petunjuk  Teknis
Keuangan yang Administrasi Keuangan yang Keuangan yang Administrasi Keuangan yang
berkaitan dengan berkaitan dengan penerimaan berkaitan dengan berkaitan dengan penerimaan
02102 1] 03 10 | Penerimaan dan dan pengeluaran kas serta | BPKAD 1 dok 55.000.000 | Penerimaan dan dan pengeluaran kas serta BPKAD 1 dok 55.000.000
Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan
Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub
Pertanggungjawaban kegiatan Pertanggungjawaban kegiatan
sub Kegiatan sub Kegiatan
Pembinaan Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Jumlah orang yang mengikuti
Penatausahaan pembinaan  penatausahaan Penatausahaan pembinaan  penatausahaan
02| e8| 4] 0 K Keuangan Pemerintah keuangan poemerintah BIRAD. | THarg $2.000.000 Keuangan Pemerintah keuangan poemerintah BEXAD Tveg §2.000.000
Kabupaten/Kota kabupaten/kota Kabupaten /Kota kabupaten/kota
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Koordinasi
dan Pelaksanaan Tersusunnyva Dokumen dan Pelaksanaan Tersusunnya Dokumen
02 (02 | 1| 04 Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi dan | BPKAD 11 162.400.000 | Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi dan BPKAD 11 162.400.000
Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan Daerah Pelaporan Keunangan Pelaporan Keuangan Daerah
Daerah Daerah
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
02102 | 1041 03] pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD bulanan, | CPRAD | 14 Lap 17.000.000 | pejaksanaan APBD Pelaksanaan APBD bulanan, | BPRAD | 141ap .
Bulanan, Triwulanan Triwulanan dan Semesteran Bulanan, Triwulanan Triwulanan dan Semesteran
dan Semesteran dan Ser an
Konsolidasi Laporan Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan Jumlah Laporan Keuangan
Keuangan SKPD, SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan SKPD, SKPD, BLUD dan Laporan -
02 |92 1| 1§ 04 ) 04 BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPKAD 1 Lap 38.500,000 BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah REEAR 1lap 98.000,000
Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Raperda 'é';;l:}? Rancangan Pen;:;ﬁ;:n Penyusunan Raperda Jumlah Rancangan Peraturan
tentang Pe ngiawaban & tentang Daerah tentang
Pertanggungjawaban Peiaksanggaan APBD Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Kabupaten
02 (02 | 1] 04 | 05 | dan Rancangan By Perat Konala BPKAD 2 dok 107.400.000 | dan Rancangan Pemalang dan Rancangan BPKAD 2 dok 107.400.000
Perkada tentang D s byt dei gy Perkada tentang Peraturan Kepala Daerah
Penjab. st ite Peniabaren Penjabaran tentan, Penjabaran
R, Pertanggungjawaban a . & - J
Pertanggungjawaban Pelalisanaan APBD Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Kabupaten
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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Catat

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan ?‘-‘znti
3 ng
Kode Loegeam/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan/Bidang
Sub Kegiatan Urusan/ Nama Targee Urusan/ Nama Target
Program/ I“Ig““?‘f;nk}ng’]; i mamn" Lokasi | 2P Pagu Indikatif Program/ initer Kond Propam/ Lokasi | capaian | Kebutuhan Dana
Nama Kegiatan/ egia 4 ga kineria Nama Kegiatan/ €8t kinerja
Nama Sub Kegiatan o Nama Sub Kegiatan
2 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g’mmn Penunjang Persentase tersalurkannya o € 't'nx Pe:u.anng Persentase tersalurkannya
02 | 02 05 P: l':’:ﬂ, enagan Belanja Transfer dan Belanja | BPKAD 100% 476.227.662.000 P«:m“nl nag Belanja Transfer dan Belanja BPKAD 100% 476.227.662.000
K:‘" Daerah Tidak Terduga Ksnl.n‘pn Dassak Tidak Terduga
Analisis Perencanaan i‘;ﬁ:}; B e e Analisis Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Analisis
02 | 02 05 | 08 | dan Penyaluran BPKAD 1.700 453.725.103.000 | dan Penyaluran Perencanaan dan Penyaluran BPKAD 1.700 453.725.103.000
Bantuan Keuangan Penyaluran Bantuan Bantuan Keuangan Bantuan Keunagan
Keunagan 2 ga
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
02 | 02 05 | oo | Pongelolaan Dana Pengelolaan Dana Darurat | BPKAD | 50 dok 10.000.000.000 | Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana Darurat | BPKAD | 50 dok 10.000.000.000
Darurat dan Mendesak Darurat dan Mendesak
dan Mendesak dan Mendesak
. | Jumlah Laporan Hasil . | Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Bagi 2 ; 211 Pengelolaan Dana Bagi i % 211
02 | 02 05 | 10 Hasil Kabupaten/Kota Pengelolaan Dana Bagi Hasil | BPKAD Tean 12.502.559.000 Hasil Kabupaten/Kota Pengelolaan Dana Bagi Hasil BPKAD desa 12.502.559.000
Kavbupaten/Kota Kavbupaten/Kota
Kegiatan Pengelolaan | Peningkatan Sistem Informasi Kegiatan Pengelolaan | Peningkatan Sistem Informasi
Data dan Pemerintah Daerah Data dan Pemerintah Daerah
Implementasi Sistem LingkupPengelolaan 000 Implementasi Sistem LingkupPengelolaan Keuangan 000
02| 0 05 Informasi Pemerintah | Keuangan Daerah BERAD:| %ok GRS, Informasi Pemerintah | Daerah BFKAD sheg SR000;
Daerah Lingkup Daerah Lingkup
Keuangan Daerah Keuangan D h
Implementasi dan Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Pemeliharaan Sistem Implementasi dan 2 Pemeliharaan Sistem Implementasi dan
02 | 02 06 | 02 | Informasi Pemda Pemeliharaan Sistem | BPKAD Siatai 22.000.000 | Informasi Pemda Pemeliharaan Sistem BPKAD 2 gistem 22.000.000
Bidang Keuangan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Informasi Pemerintah Daerah
Daerah Bidang Keuangan Daerah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem ‘rililnm;ikmuti Omn z ?:nﬁ Pembinaan Sistem Jumlah Orang yang mengikuti
Informasi Pemda informasi pe::erintah ?;emh Informasi Pemda pembinaan system informasi
02 | 02 06 | 03 | Bidang Keuangan : pe BPKAD 70 46.500.000 | Bidang Keuangan pemerintah daerah bidang BPKAD 70 46.500.000
¢ bidang keuangan daerah : .
Daerah Pemerintah pemerintah kabupaten Daerah Pemerintah keuangan daerah pemerintah
Kabupaten/Kota Setnalang Kabupaten/Kota kabupaten pemalang
Persentase tertib Administrasi Persentase tertib Administrasi
Program Pengelolaan e Program Pengelolaan e
02 | 03 Barang Milik Daerah E&;ﬁ;}usahaan Barang Milik | BPKAD 100% 1.709.100.000 Barang Milik Daerah ]2;1?:;1 usahaan Barang Milik BPKAD 100% 1.709.100.000
Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen
02 | 03 o1 K“"“;:::"‘n °::;“ Pengelolan  Barang Milik | BPKAD | 100% 1.709.100.000 x“"“ﬁ‘:“n '°l““, Pengelolan  Barang  Milik | BPKAD | 100% 1.709.100.000
£ Daerah sesuai Ketentuan £ Daerah sesuai Ketentuan
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
02 | 03 01 | 07 | Pengamanan BMD Pengamanan Barang Milik | BPKAD 300 1.508.500.000 | Pengamanan BMD Pengamanan Barang Milik BPKAD 300 1.508.500.000
Daerah Daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

Catat
an

Penti
Z ng
Kode Psrzf‘;?gfalf:famf Urusan/Bidang Target Urusan/Bidang
Yiisan/ feaig Indikator Kinerja Program / capaia Uritsan/ Naaa Indikator Kinerja Program/ Dot
Program/ Kegingan / Sgb Ke 5; ey Lokasi Pagu Indikatif Program/ Keai ?a Br Lokasi capaian Kebutuhan Dana
Nama Kegiatan/ cgial gl kinr:e i Nama Kegiatan/ cgatan kinerja
Nama Sub Kegiatan 1 Nama Sub Kegiatan
1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12
i feg s Jumlah  Dokumen  Hasil A Jumlah Dokumen Hasil
5/ n—— Optimalisasi Penggunaan, Optimalianal Optimalisasi Penggunaan,
Penggunaan, Penggunaan,
5(02 |03 |1 01| 10 |Pemaniaatan, mee i N BPKAD | 235 180.000.000 | hemanfaatan, it v O BPKAD 235 180.000.000
Pemindahtanganan, ganan, : : Pemindahtanganan, i ganAL, ’ :
Pemusnahan dan Pemusnahan dan
Pemusnahan dan i Pemusnahan dan =
Penghapusan BMD Penghapusan Barang Milik Venstinouadn BUD Penghapusan Barang Milik
ghap Daerah Enap Daerah
sloz]oz|1] o1 12 geh;%usunan Laporan j;;?;?; Laporan BMD yang BPKAD 20.600.000 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan BMD yang BPKAD 20.600.000

BMD

disusun
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2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Usulan program
dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa/ Kelurahan (Musrenbangdes/ Musrenbangkel). Usulan
yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/ musrenbangkel diteruskan pada
Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk
dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec
diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten
(MusrenbangKab ) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan
prioritas pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ( RKPD ) Tahun 2023 terdapat 101 usulan masyarakat yang
diakomodir =~ BPKAD melalui Program Pengelolaan Keuangan Kegiatan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub
Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Akun
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. Adapun rincian usulan

tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

68



Tabel 2.7

Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
( Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan / Musrenbang )

PROGRAM/KEGIATAN/SUB CATATAN ( PAGU
NO KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME RANGKING ) ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KEGIATAN PENUNJANG
URUSAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
SUB KEGIATAN ANALISIS
PERENCANAAN DAN
PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN
Belanja Bantuan Keuangan
Khusus Daerah Provinsi atau
Kab/Kota kepada Desa
Musrenbang
; Terlaksananya pembuatan
j |Pembuaian sumurdalamididesa | yop o don Ol Ol i s 3 unit @ 100m e 150.000.000
Ambowetan Amb Ulujami 2021
owetan
No. 5
Terlaksananya
Pembangunan Talud Jalan Pembangunan Talud Jalan
Pertanian Blok 13 (Krantilan) Pertanian Blok 13 Volume 310 m X 2 sisi Musrenbang
2 | dan Pembangunan Jembatan Babakan Bodeh (Krantilan) dan dan Volume 4 m X 6 m Kecamatan 297.300.000
Blok 13 (Krantilan) di Desa Pembangunan Jembatan Bodeh

Babakan

Blok 13 (Krantilan) Desa
Babakan

69




Terlaksananya Jalan

Musrenbang

Jalan Rabat Beton dan Dinding 3 Rabat Beton dan Dinding | Volume 160 m x 3,5 m x Kecamatan
Penahan Tanah Desa Badak Badak Belik Penahan Tanah Desa 0,15;10x 0,4 x 3 Tahun 2021 155:000.00C
Badak Nomor 6
Pembangunan Talud Jalan
Terlaksananya Musrenbang

gkuran 240 x0.5%0.3 M RT‘O.I ’ Pembangunan Talud Jalan Kecamatan

w.01 desa Banglarangan Hasil Banglarangan - Ampelgading RT.01 Rw .01 desa Ukuran 240 x0.5x 0.3 M Ampelgading 119.000.000
M srenbapg Kecanatan Banglarangan Nomor 2
Ampelgading Nomor 2
Pembangunan Talud gz:;ﬁimfx,r e
menghubungkan Desa Banjaran gu Musrengbang

J menghubungkan Desa

dan Jebed Utara (1.500 M X 0,9 | Banjaran Taman Reniaesidnm, Tobsd Thara 1.500M X 0,9 M Kec Taman No 160.000.000
M) Desa Banjaran Kecamatan Dcha Barian T tan 05
Taman Musrengbang Kec 05 Tatiaf J
Peningkatan jalan usaha Tani Il Musrenbang
350 m X 3 m desa Banjarsari ( Terlausananya Kec
M Banjarsari Bantarbolang | Peningkatan jalan usaha 350 m X3 m ; 152.768.000

usrenbang Kec. Bantarbolang Tass 11 Al deas Bantarear Bantarbolang
07) Lol 07
Pembangunan saluran irigasi , Terlaksananya
jalan dan talud jalan usaha tani Pembangunan saluran Musrenbang
dusun semiliran desa irigasi , jalan dan talud Kec.
Bantarbolang 1.000 m X 3 m X Bantarbolang Bantarbolang jalan usaha tani dusun 1.000m X3 m X 0,50 m Bantaibolang 160.000.000
0,50 m ( Musrenbang Kec. semiliran desa 06
Bantarbolang 06 ) Bantarbolang
Pembangunan Drainase RW 6, Terlaksananya ( Musrenbang
700 m x 50 cm x 40 cm ( Banyumudal Moga Pembangunan Drainase 700 m x 50 cm x 40 cm Kecamatan 290.000.000
Musrenbang Kecamatan Moga 3) RW 6 Moga 3)
Jalan Rabat Beton antar Desa Terlaksananya Jalan Musrenbang
?ﬁ;‘;;zgalfg%e;ig;?;m Batursari Pulosari Rabat Beton antar Desa ﬁﬁ?ﬁt%g 2 150.000.000
Pulosari 2022 No 2 ) Batursari ke Desa Pulosari No 2
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Pembangunan Drainase Dukuh

Terlaksananya

Musrenbang

Pekutukan RT.24-25,RW.06, Pemb siai Disithinse Kecamatan
10 | Volume p=350 m kanan dan kiri | Beluk Belik e § Volume p=350 m Belik Tahun 400.000.000
; Dukuh Pekutukan RT.24-
(Musrenbang Kecamatan Belik 05 RW.06 kanan dan kiri 2022 Nomor
Tahun 2022 Nomor Urut 3) e Urut 3
Saluran Drainase Desa Beluk, T —— Hasil
Volume 0,4 x 0,4 x 250, gorong- P — Draj);;als)e D Volume 0,4 x 0,4 x 250 Musrenbang
11 | gorong 0,5 x 0,5 x 8 (2 Unit) Beluk Belik dan Volume 0,4 x 0,4 x Kecamatan 150.000.000
; Beluk dan gorong-gorong
(Hasil Musrenbang Kecamatan 0,5x 0,5 x 8 (2 Unit) 250 Tahun 2021
Tahun 2021 nomor 4) ? i nomor 4
Pembuatan sender kali Si Musrenban
Cumplung dengan volume Terlaksananya Pembuatan Kecamatang
12 | 800x0,40x1,5 desa Blendung Blendung Ulujami sender kali Si Cumplung volume 800x0,40x1,5 P 380.000.000
PR Ulujami Tahun
(Musrenbang Kecamatan Ulujami desa Blendung 2022 No. 2
Tahun 2022 No. 2) '
Terlaksananya Hasil
Pembangunan Talud Jalan
13 | Saluran Irigasi CT 02 Desa Blimbing Ampelgading | Lor angunan Talud Jalon | Ukuran 130x0.3x 1.2 M o ) 84.188.045
Blimbing an Saluran Irigasi CT KecAmpelgading
Desa Blimbing Nomor 6
Peningkatan Jalan Desa Bodas - Perlalnnnenya Hasil
Pagelaran Desa Bodas :
Kecamatan Watukumpul dengan Femmngkatan Jalen Dese dengan volume muscenbang
14 Bodas Watukumpul | Bodas - Pagelaran Desa Kec 160.000.000
volume 337x3x0,12 m dan 337x3x0,12 m
: Bodas Kecamatan Watukumpul
perkirann dans. [ musrenbang Watukumpul 2021 Nomor 01
Watukumpul 2021 01)
Terlaksananya Hasil
Peningkatan Jalan Desa Bongas Peningkatan Jalan Desa rraarerian
15 | - Tlagasana, Desa Bongas Bongas Watukumpul | Bongas - Tlagasana, Desa volume 309x3 m e - El 130.000.000
Kecamatan Watukumpul) Bongas Kecamatan P
2021 Nomor 04
Watukumpul
Pengaspalan Jalan Penghubung Terlaksannya Pengaspalan
Desa Cibelok-Banjardawa- Jalan Penghubung Desa Musrengbang
16 | Kaligelang (480 X 4 M) (Desa Cibelok Taman Cibelok-Banjardawa- (480 X 4 M) kec Tmaan 150.000.000
Cibelok Kecamatan Taman Kaligelang Desa Cibelok Nomor 06

Musrengbang kec 06)

Kecamatan Taman
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Pembangunan Saluran Irigasi

Terlaksananya

Hasil

Ukuran 400 M RT.05,06,11,12 Pembangtinan Salifan Musrenbang
17 | RW 02 desa Cibiyuk ( Hasil Cibiyuk Ampelgading Yiisasd su Ukuran 400 M Kecamatan 204.234.045
rigasi RT.05,06,11,12 RW ;
Musrenbang Kecamatan 02 desa Cibivuk Ampelgading
Ampelgading Nomor 3 ) Y Nomor 3
Pengaspalan jalan antar Desa Terlaksananya Musrenbang
1 | Geendungke Lesa Pulosan Cikendung Pulosari Pengaspatan jalan antar Kecamatan 125.000.000
(Musrenbang Kecamatan 2021 Desa Cikendung ke Desa
. 2021 nomor 5
nomor S ) Pulosari
" Terlaksananya Pelebaran
Pelebaran jalan dan talud Dusun ;
: jalan dan talud Dusun
Jawar ke Dusun Srawadadi Desa Jawar ke Dusun Musrenbang
19 | Clekatakan, Kec.Pulosari Kab. Clekatakan Pulosari X Kecamatan 125.000.000
Srawadadi Desa
Pemalang (Musrenbang y 2021
Clekatakan, Kec.Pulosari
Kecamatan 2021 )
Kab. Pemalang
Es{f:.ll?na;g%r;a;ml‘f:l ':-1 (lir/nSﬂnder&n - Terlaksananya Musrenbang
20 5 2 Danasari Pemalang Pembangunan volume p.373m x t.1m Kecamatan 260.000.000
(Musrenbang Kecamatan Talud/senderan Pemalang 2021
Pemalang 2021)
Talud sungai Buangan volume
517 x 1,5 x 0,40 M3 Tetlaksananya penbuatan | volame SIT% 1,5% 040 | Musrenbang
21 Gandu Comal : Kecamatan 260.000.000
(Musrenbang Kecamatan Comal Talud sungai Buangan M3
2) Comal 2
Pembuatan drainase jalan di RT Hasil
07 RW 02, volume Terlaksananya Pembuatan musrenbang
22 | 200mx0,5mx0,3m dengan Gapura Watukumpul | drainase jalan di RT 07 volume 200mx0,5mx0,3m | Kec 112.500.000
perkiraan dana (musrenbang RW 02 Watukumpul
Watukumpul 2021 08) 2021 Nomor 08
Pembangunan Sender Jalan Terlaksananva
Desa Gembyang- Mejagong Pembangun gn Sender Musrenbang
23 Dusun Cengis dengan Volume Gembyat Randudongk Fuliaey Deg:a Gembvane- Volume P=500m x L=2m Kecamatan 350.000.000
P=500m x L=2m x T=0.30m Desa yang al Mei gt x T=0.30m Randudongkal ’ ’
ejagong Dusun Cengis
Gembyang (Musrenbang D it 03
Kecamatan Randudongkal 03) yang
Pembangunan dan pengerasan Terlaksananya Musrenbang
jalan lingkar desa Glandang Pembangunan dan Kec.
& 1.000 m X 4 m ( Musrenbang Glanidang Bantarbolang pengerasan jalan lingkar N Bantarbolang 100:000,000
desa Glandang 09

Kec. Bantarbolang 09 )
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Pengerasan Jalan Pertanian

Terlaksananya Pengerasan

Gondang - Sitemu dan 2 Jalan Pertanian Gondang - ;?;S;ll_en _—
25 | Jembatan (P. 450 X L. 4 M) ( Gondang Taman Sitemu dan 2 Jembatan di | P. 450 X L. 4 M & & 130.000.000
Kec Taman No
Desa Gondang Kecamatan Desa Gondang Kecamatan 11
Taman Musrengbangkec 11) Taman
Pembangunan Jembatan
Gunungitiga-Belik Rimpak Terlaksananya Volume 1 unit ukuran = Hasil
Rt.01/Rw.01, Volume 1 unit Pembangunan Jembatan s TiéSieree $03 By musrenbang
26 | ukuran= p=4m, I=3m, t=0,2m Gunungtiga Belik Gunungitlga-Belik Rimpak gen a’n . a, _ Kecamatan 400.000.000
sayap=5x1,5x0,4 di desa Rt.01/Rw.01 didesa 5x1g5x0 4y P Belik Nomor
Gunungtiga (Musrenbang Gunungtiga ! ’ Urut 2
Kecamatan Belik Nomor Urut 2)
Pembangunan Badan Jalan dan Hasil
Jembatan Beton Desa Terlaksananya Musrenbang
Gunungtiga, Volume 127 m x 2,5 ; . Pembangunan Badan Volume 127 mx2,5m ;6
27 | m:6x3x2,7 (Hasil Guaungtigs  Belikc Jalan dan Jembatan Beton | x 3 x 2,7 Kecamatan L0008
. Tahun 2021
Musrenbang Kecamatan Tahun Desa Gunungtiga
Nomor 5
2021 Nomor 5)
Terlaksananya pembuatan
Talud Jalan Penghubung Desa
28 | Iser-Sirangkang P=400 M Desa | Iser Petarukan | aud Jalan Penghubung | p_sq4 160.000.000
Desa Iser-Sirangkang di
Iser
Desa Iser
Pembangunan Talud Jalan Hasil
Ukuran 220 x 0.3 x 0.7 M Jl Kali Terlaksananya Musrenbang
29 | Semut desa Jatirejo Hasil Jatirejo Ampelgading | Pembangunan Talud Jalan | Ukuran 220 x 0.3 x 0.7 M | Kecamatan 119.211.045
Musrenbang Kecamatan J1 Kali Semut desa Jatirejo Ampelgading
Ampelgading Nomor 3 Nomor 3
Pembangunan Jalan Telford
Terlaksananya Musrenbang
30 | dengan Volume 480 m X 3 m Jatiroyom Bodeh Pembangunan Jalan dengan Volume 450X | g s matain 145.000.000
Desa Jatiroyom (Musrenbang ; 3m
Telford Desa Jatiroyom Bodeh
Kecamatan Bodeh)
Terlaksananya
Talud lf’enghubung Jalan pembangunan Talud .
Pertanian Penghubung Jebed Penghubung Jalan Hasil
31 Oters dan Karang Talud Bagat. (P Jebed Selatan Taman Pertanian Penghubung k. 1.300XL. 0,30 X T1 Mygrengbeng 140.000.000

1.500 X L. 0,30 X T 1 M) (Desa
Jebed Selatan Kecamatan Taman
Musrengbangkec 10)

Jebed Utara dan Karang
Talud Barat di Desa Jebed
Selatan Kecamatan Taman

M

Kec Taman No
10
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Terlaksananya

Pembangunan Jalan Desa Hasil
Jojogan - Bodas, Desa Jojogan Pembangunan Jalan Desa
Kecamatan Watukumpul, volume Jojo - Bodas, Desa Musrenbang
32 aten mpui, vo'u Jojogan Watukumpul | ©0308an - Bodas, Yes volume 402x2,5x0,12 Kec 140.000.000
402x2,5x0,12, perkiranaan dana Jojogan Kecamatan
. Watukumpul
(musrenbang Watukumpul 2021 Watukumpul perkiranaan
2021 Nomor 06
06) dana
Pembangunan Talud Jalan Terlaksananya _ b _
Pertanian Blok Gempol dengan Pembangunan Talud Jalan Musteniiang
33 Jraganan Bodeh ; Volume 480 m Kecamatan 200.000.000
Volume 480 m Desa Jraganan Pertanian Blok Gempol Bodeh
(Musrenbang Kecamatan Bodeh) Desa Jraganan
Pembangunan jembatan Sungai Terlaksananya Hasil
Reas penghubung Dusun Krajan Pembangunan jembatan Musrenbang
34 | ke Dusun Cikunang Jurangmangu Pulosari Sungai Reas penghubung Kecamatan 278.000.000
(Musrenbang Kecamatan Dusun Krajan ke Dusun Pulosari 2021
Pulosari 2021-2 ) Cikunang No.2
Iz’grslgglrisg% E)Iarif‘z gﬁ%aanSzI; Terlaksananya Pengerasan Musrenbang
35 A ¢ : Kalirandu Petarukan Jalan Rabat Beton di 225mx3,20mx 0,15 m | Kecamatan 170.000.000
Kalirandu (Musrenbang Desa Kalirandu Petarukan 04
Kecamatan Petarukan 04)
Pengaspalan jalan penghubung Terlaksananya
antara Desa Suru dengan Dukuh Pengaspalan jalan Musrenbang
Blendung Desa Karanganyar penghubung antara Desa Kec.
36 700 m X 3 m X 0,15 m ( Karanganyar  Bantarbolang Suru dengan Dukuh 700mX3mX0,l5m Bantsrbolang 160.000.000
Musrenbang Kec. Bantarbolang Blendung Desa 08
08 ) Karanganvar
\P}iﬁtﬁf%ﬁmﬂ: 'I)‘(a.:lzu;ii;}e];legsél Terlaksananya Musrenbang
37 . Karangbrai Bodeh Pembangunan Talud Desa | Volume 200 m X 2 sisi Kecamatan 170.000.000
Karangbrai (Musrenbang KaFaniabia Bodeh
Kecamatan BodehO g
Pembangunan Jalan Telford Haal
S —— %L; 0x 3 x 0.2 M Hasil Terlaksananya Musrenbang
38 ’ Karangtalok Ampelgading | Pembangunan Jalan Ukuran 310x3x0.2 M Kecamatan 71.261.045
Musrenbang Kecamatan 2
\ Telford Ampelgading
Ampelgading Nomor 7 Nomor 7
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Pembangunan Talud Jalan

Terlaksananya

Pertanian Dusun I dan Dusun II Pembangunan Talud Jalan denpan Volitsie 400 m. X Musrenbang
39 | dengan Volume 400 m X 2 sisi Kebandaran Bodeh Pertanian Dusun I dan 5 sifi © Kecamatan 332.400.000
Desa Kebandaran ( Musrenbang Dusun II Desa Bodeh
Kecamatan Bodeh ) Kebandaran
Felebaran Jembnten Terlaksananya Pelebaran
Penghubung Desa Pepedan dan Jembatan Peyn fehih ) Musrenbang .
40 | Desa Gendowang (lanjutan) (8m | Kebanggan Moga R 8m x4 m Kecamatan 280.000.000
Desa Pepedan dan Desa
x 4 m) (Musrenbang Kecamatan : Moga No 2
Gendowang (lanjutan)
Moga 2)
Rabat Beton Jalan Pertanian
volume 400 x 2 x 0,15 M3 Terlaksananya Rabat Musrenbang
; : : volume 400 x 2 x 0,15
41 | RT.01 RW.01 desa Kebojongan ( Kebojongan Comal Beton Jalan Pertanian Kecamatan 160.000.000
: M3 RT.01 RW.01
Musrenbang Kecamatan Comal desa Kebojongan Comal No 5
S)
Pembangunan drainase RT 01
RW 93 Desn Hebion gixie Logcm ggggsanaﬁﬁ drainase RT | 1.000 m X 0,40 m X 0,50 ;I;:srenbang
42 | X0,40mX0,50m ( Kebon Gede  Bantarbolang S 4can ominiae * : 135.000.000
01 RW 03 Desa Kebon m Bantarbolang
Musrenbang Kec. Bantarbolang 11
11) gede
Pembangunan Talud Tla.lan Terlak va Hasil
Penghubung Desa Kejambon R b
Kluweng - Desa Sokawangi ( P. _ Pembangunan Talud Jalan Musrenbang
43 Kejambon Taman Penghubung Desa P. 600 X L. 0,30 X T 0,90 | Kecamatan 140.000.000
600 X L. 0,30 X T 0,90) (Desa ;
. Kejambon Kluweng - Desa Taman Nomor
Kejambon Kecamatan Taman Sob BNl 09
Musrengbangkec 09) gl
docignn st 10X 2l Terlaksananya Musrenbang
44 Kelangdepok  Bodeh Pembangunan Talud Jalan | Volume 170 m X 2 sisi Kecamatan 144.781.066
Desa Kelangdepok (Musrenbang
Desa Kelangdepok Bodeh
Kecamatan Bodeh)
Pembangunan Talud Jalan Desa Terlaksananya Hamil
Kemuning - Wonogiri Hasil Pembangunan Talud Jalan DMusrenhens
45 Kemuning Ampelgading ; Ukuran 120 x 0.3 x 1.2 M | Kecamatan 92.577.045
Musrenbang Kecamatan Jalan Desa Kemuning - .
; . Ampelgading
Ampelgading Nomor 5 Wonogiri Nomor 5
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Jalan Rabat Beton Rt 07 Rw 03

600 3mD Kendales Terlaksananya Jalan Musrenbang
46 (Mu;feﬁbag‘g K‘Zizm‘;‘;an TeJ0 Kendalrejo Petarukan Rabat Beton Desa Rt 07 Rw 03 600 m x 3 m | Kecamatan 160.000.000
j Petarukan 07
Petarukan 07) Kendalrejo etarukan
Pembangunan Rabat Beton
= = . terlaksananya (Musrenbang
47 | P=4481=3,5 M Desa Kendalsari | yogajsari  Petarukan | Pembangunan Rabat P=448 L=3,5 M Kecamatan 200.000.000
{Musrenbing Secaruatan : Beton di Desa Kendalsari - Petarukan 02) -
Petarukan 02)
f;;bgil?iﬁglaﬁﬁbat hefon Terlaksananya Musrenbang
- . j K. t
48 | Ketapang, volume 400x2,25x0,20 | Ketapang Ulujami Ezzﬁﬁlgaf ;’; I:]:Sl.an rabat volume 400x2,25x0,20 UTS?;E %2 hun 300.000.000
(Musrenbang Kecamatan Ulujami Limb a‘l} - S— 2022 No. 3
Tahun 2022 No. 3 ) & pang '
Talud jalan pertanian volume Hasil
600 x 0,90 x 0,30 M3 Terlaksananya pembuatan | volume 600 x 0,90 x Musrenbang 950.000.000
49 (Musrenbang kecamatan comal Klegen Comal Talud jalan pertanian 0,30 M3 kecamatan ’ i
3) comal Nomor 3
Pembangunan Talud Jalan Desa
Kreyo - Kalimas Dusun Krajan Terlaksananya gusrentt)ang
dengan Volume P=450 m x _ ecamatan
& > Randudongk | Pembangunan Talud Jalan | dengan Volume P=450 m R
20 Iﬁg;ﬁ;ﬁ:&;ﬁezgzséfreyo hreyo al Desa Kreyo - Kalimas di x L=0,4m x T=0,5 m tahfrllggg%kal 170000000
Randudongkal tahun 2021 Dusun Koajan: Desd: Kreyo Nomor 1
No.01)
Pembangunan rabat beton jalan
Terlaksananya
g:gg:ﬁ%i‘;% geggag_?;ﬁgm[l)%sa Pembangunan rabat beton ?{d;:srenbang
51 Kuta Bantarbolang | jalan penghubung desa 400 m X 3,5m X 0,20 m ' 160.000.000
Kuta 400 m X 3,5 m X 0,20 m ( Glandang dengan dusun Bantarbolang
Musrenbang Kec. Bantarbolang Sipanjang Desa Kuta Nomor 05
05)
M b
Talud jalan, volume 400x9,6x0,3 Terlaksananya pembuatan K?;I:;taagg
52 | Desa Limbangan (Musrenbang Limbangan Ulujami Talud jalan Desa volume 400x9,6x0,3 140.000.000

Kecamatan Ulujami 2021 No. 6)

Limbangan

Ulujami 2021
No. 6

76




Pembangunan Jalan Telford ruas

Terlaksananya

Longkeyang-Pegiliran dengan Musrenbang
53 | Volume 560 m X 3 m Desa Longkeyang  Bodeh PeImnbang Jaln dengatVolume S60M X | g 0 matan 170.000.000
Telford ruas Longkeyang- 3m
Longkeyang (Musrenbang Pesilivar Desa Longkevar Bodeh
Kecamatan Bodeh) &l greyang
Pembangunan Jalan Aspal Hasil
Menuju Embung Desa Ukuran Terlaksananya _ Musrenbang _
54 | 500 x 2.5 M Hasil Musrenbang Losari Ampelgading | Pembangunan Jalan Aspal | Ukuran 500 x 2.5 M Kecamatan 159.234.045
Kecamatan Ampelgading Nomor Menuju Embung Desa Ampelgading
2 Nomor 2
Pt_embuatan talud jalan pertanian Terlaksannaya Pembuatan
di RT 08 RW 04 Dukuh ; ; : ;
: talud jalan pertanian di RT Hasil
Penusupan, Desa majakerta 08 RW 04 Dukuh volume musrenban
55 | Kecamatan Watukumpul, volume | Majakerta Watukumpul € 113.436.917
Penusupan, Desa 160mx1,5mx0,5m Watukumpul
160mx1,5mx0,5m dengan :
. majakerta Kecamatan 2021 nomor 07
perkiraan dana (musrenbang e Sy
Watukumpul 2021 07) P
Pembangunan Gedung
: Terlaksananya Musrenbang
g | SCrbagaue CUrg SIonkGUUIEX. | Lo aiinis Moga Penibangurian Geding 600 m x 3 m Kecamatan 150.000.000
3 m (Musrenbang Kecamatan 5
Serbaguna Curug Sidok Moga Nomor 6)
Moga 6)
Rekomendasi : Pengaspalan Terlaksananya Hasil
Jalan Medayu-Pagelaran dan plat Rekomendasi : as
besi, Desa Medayu Kecamatan Pengaspalan Jalan mmarenbens
a7 2 Medayu Watukumpul volume 340 M x 3 M Kec 150.000.000
Watukumpul dengan volume 340 Medayu-Pagelaran dan
e Watukumpul
M x 3 M (musrenbang plat besi di Desa Medayu Nomor 02
Watukumpul 02) Kecamatan Watukumpul @
Rabat Jalan Jumbleng- Hasil
Kalimangir Rt.01 /Rw.12 Desa Terlaksannaya pembuatan Musrenbang
Mendelem, Volume 1500 m x 2,5 . Rabat Jalan Jumbleng- Volume 1500 m x 2,5 m x | Kecamatan
58 | m x 15 cm (Musrenbang Menidelom ek Kalimangir Rt.01/Rw.12 | 15 cm Belik Tahun 4nai000.000
Kecamatan Belik Tahun 2022 Desa Mendelem 2022 Nomor
Nomor Urut 1) Urut 1
Rabat Jalan ke Dukuh Planjan Musrenbang
Desa Mendelem, Volume 380 m x Terlaksananya pembuatan Volume 380 m x 3 m x 12 Kecamatan
59 | 3mx 12 cm (Musrenbang Mendelem Belik Rabat Jalan ke Dukuh em Belik Tahun 169.590.000
Kecamatan Belik Tahun 2021 Planjan Desa Mendelem 2021 Nomor
Urut 1

Nomor Urut 1)
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Pembangunan Jalan Pertanian Terlaksananya Hasil
Dusun III dengan Volume 175 m Pembangunan Jalan B3 Musrenbang
60 X 2 sisi Desa Muncang ( Muncang Hogeh Pertanian Dusun III Desa Volume 175 m X 2 sisi Kecamatan HH6.000.000
Musrenbang Kecamatan Bodeh) Muncang Bodeh
Jalan penghubung wisata antara Terlaksananya Jalan Hasil
Desa Nyalembeng ke Desa s penghubung wisata antara Musrenbang
61 Pulosari (Musrenbang Nyalembeog Palower Desa Nyalembeng ke Desa Kecamatan 23_0'000'000
Kecamatan Pulosari 2022 ) Pulosari Pulosari 2022
Pembangunan jalan dusun Terlaksananya ﬁisslxl-enbang
&g || tngkir P=400 1= 3M Desa Nyamplungsar p.. ..y | Pembangunan jalandusun | p_s40 1= 3m Kkecamatan 200.000.000
nyamplungsari (Musrenbang i tingkir Desa ot -
kecamatan petarukan 01) nyamplungsari Ilzlomor 01
Pembangunan jalan rabat beton (
jalan penghubung Desa Jermkaanany = Hasil
Pembangunan jalan rabat
Pabuaran Kec.Bantarbolang ke beton ( jalan penghubun Musrenbang
63 | desa Parunggalih Kec. Bodeh ) Pabuaran Bantarbolang | " 0 e i € |450mX3mX0,15M Kec. 225.000.000
450 m X3 m X 0,15 M ( =8 e Bantarbolang
M Kec.Bantarbolang ke desa
usrenbang Kec. Bantarbolang Parunggalih Kec. Bodeh ) omor 01
01) '
Peningkatan Jalan Desa Hasil
Pagelaran - Bodas dengan Terlaksananya rarenbiah
64 | volume 385x3x0,15 m Pagelaran Watukumpul | Peningkatan Jalan Desa volume 385x3x0,15 m Watukum El 169.000.000
(musrenbang Watukumpul 2021 Pagelaran - Bodas 2021 Nom?)r 03
03)
Pembangunan jalan tembus dan zzi?;a;uTa}:J 1 Hasil
65 Jemabatan. glitkar Desa . Pagenteran Pulosari tembus dan jembatan Mustenhang 125.000.000
Pagenteran ke Desa Batursari gilikar Desa Pagenteran ke Kecamatan
(Musrenbang Kecamatan 2021 ) D Entrnts 2021
Peningkatan jalan rabat beton ( Terlaksananya
Jpaian I;inga};lu;:r?gagei;a Peningkatan jalan rabat Musrenbang
s g beton ( jalan penghubung Kec.
66 | Lenggerong Kec.Bantarbolang ) Paguyangan Bantarbolang desa Peguyangan dengan 250 mX4Mx0,15M Bantarbolang 200.000.000
250wt S M x 0,15 M| desa Lenggerong Nomor 02

Musrenbang Kec. Bantarbolang
02)

Kec.Bantarbolang )
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Pengaspalan Jalan Jojogan Desa

Terlaksananya

Pakembaran - Desa Cerih Kec. Pengaspalan Jalan Jojogan ﬁ?lsslll-enban
67 | Jatinegara 300 Mx 3 M ( Pakembaran Warungpring | Desa Pakembaran - Desa 300Mx3M & 200.000.000
g kecWarungpring
Musrenbangkec 2022. 03 ) Jalan Cerih Kec. Jatinegara 2022 Nomor 03
poros perekonomian Jalan poros perekonomian
Tanggul penahan air laut, ll\-ldisslll*enban
volume 150x0,9x0,3 ’, S Terlaksananya pembuatan g
68 i Pamutih Ulujami P volume 150x0,9x0,3 Kecamatan 150.000.000
(Musrenbang Kecamatan Ulujami Tanggul penahan air laut 2 : Uluiami 2021
2021 No. 4) -
Pembangunan jalan rabat beton ( Terlaksasanya
dusun pedagung- dasun Pembangunan jalan rabat Musrenbang
gemanti ) desa Pedagung 800 m beton ( dusun pedagung - 800mX1mX0,10m s
69 | X 1 m X 0,10 m dan pembuatan | Pedagung Bantarbolang | ;= O% gemmtip) EWE” | dan280m X 0,4 m X 0,6 Bantarbolang 200.000.000
drainase 280w X O/ mX 9,01 Pedagung dan pembuatan = nomor 03
( musrenbang Kec. Bantarbolang Frnitaie
03)
Terlaksannaya
qo | FOEeTEnEnL R anle Lons Pegundan Petarukan | Pembangunan Jalan P=086 M 160.000.000
gu Telford Desa Pegundan
. ; Terlaksananya Hasil
Peningkatan jalan antar Desa : :
71 | Penakir ke Desa Gunungsari Penakir Pulosari iy e Jifgj;law y;;fl‘;ttjn“g 290.528.459
(Musrenbang Kecamatan 2022 ) Baniteme Pulosari 2022
Pembangunan Talud Jalan Blok Terlaksananya Hasil
Lengkong dengan Volume 175 m Pembangunan Talud Jalan 2 3 Musrenbang
72 X 2 gisi Désa Pendcio Pendowo Bodeh Blok Lengkong Desa Volume 175 m X 2 sisi Kecarmatan 146.000.000
(Musrenbang Kecamatan Bodeh) Pendowo Bodeh
Peningkatan Jalan (Pengaspalan Egﬂlfgia;:?l yjl sTa
gz:]aé:_ ﬁzaggf::ﬁngﬁ } Desa (Pengaspalan Jalan Antar Hasil
73 | Kecamatan Ampelgading (RW 04 | Pener Taman ?gg:ﬁ;ﬂ;ﬁsa Pener - | 400 M X3 M %;S;ﬁ:zng 175.000.000
Dusun Kebandingan) | 400'M.X 3 Kecamatan Ampelgading Nomor 03)

M) ( Desa Pener Kecamatan
Taman Musrengbangkec 03 )

(RW 04 Dusun
Kebandingan)
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Makadam Blok Pekuncen (P. 800

Terlaksananya Makadam

; : Musrengbang
g | KL AM | esdPengraat Penggarit Taman Blok Pekuncen di desa P. 800 XL. 4 M Kec Taman 170.000.000
Kecamatan Taman Penggarit Kecamatan
Nomor 04
Musrengbangkec 04) Taman
Pembangunan Jembatan menuju Terlaksananya Hasil
Kantor Balai Desa Pepedan 18 m Pembangunan Jembatan Musrenbang
" x 3,5 m (Musrenbang Kecamatan Pepe@an Moga menuju Kantor Balai Desa 18 mxd0m Kecamatan _160'000'000
Moga 5) Pepedan Moga 5
Hasil
R e Teraksananya usrenbang
76 ’ Pesucen Petarukan Pembangunan Jalan Rabat | P=800 M L=2,5 M Kecamatan 140.000.000
(Musrenbang Kecamatan :
Beton di Desa Pesucen Petarukan
Petarukan 09)
Nomor 09
Hasil
e Teraksananya Musrenban
77 Petanjungan Petarukan Pembangunan Talud Jalan | P=400 M Kecamatan 125.000.000
(Musrenbang Kecamatan :
Desa Petanjungan Petarukan
Petarukan 11)
Nomor 11
Pembangunan Jembatan dan Terlaksananya Hasil
Talud Pule Desa Plakaran 6 m x Pembangunan Jembatan Musrenbang
s 6 m x 35 m (Musrenbang Fialarval Maga dan Talud Pule Desa GG mx do m Kecamatan L 0p 900
Kecamatan Moga 4) Plakaran Moga 4
Pembangunan jalan rabat beton Terlaksananya ;Iliss]ienban
79 | dan gorong-gorong (Musrenbang | Pulosari Pulosari Pembangunan jalan rabat K g 145.000.000
ecamatan
Kecamatan 2021 ) beton dan gorong-gorong 2021
Pembangunan rabat beton jalan Hasil
. Terlaksananya
utama dusun Purana Timur PeribavionnahLha L EalaR Musrenbang
80 | Desa Purana 500 m X 3 m ( Purana Bantarbolang | . EARAD I8 500 m X3 m Kec. 140.000.000
jalan utama dusun Purana
Musrenbang Kec. Bantarbolang ; Bantarbolang
Timur Desa Purana
10) Nomor 10
Normalisasi dan Talud Kali Hasil
Banger volume 179 x 1,5 x0,4 Terlaksananya Normalisasi selipne 110x 1 52004 Musrenban
81 | M3 RT.002 RW.002 Purwosari Comal dan Talud Kali Banger M3 4 ’ Kecamatang 168.790.000

(Musrenbang Kecamatan Comal
4)

RT.002 RW.002

Comal Nomor 4
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Perbaikan jalan (rabat

beton/aspal) Rowosari- Terlaksananya Perbaikan Hasil
Wiyorowetan-Tasikrejo-Samong- jalan (rabat beton/aspal) Musrenbang
82 | Kaliprau, Volume 3000m X Samong Ulujami Rowosari-Wiyorowetan- ; gl:rllme 8000 X, 18m Kecamatan 400.000.000
0,18m X 3m di desa Samong Tasikrejo-Samong- Ulujami 2022
(Musrenbang Kecamatan Ulujami Kaliprau di desa Samong No. 1
2022 No. 1)
Pembangunan Jalan Rabat Beton Terlaksananva Hasil
Jalan Pertanian Blok Plered Pemban ngn Jalan Rabat Musrenbang
83 | Ukuran 300 x 3 x 0.2 M Hasil Sidokare Ampelgading gu n Rabatl | ykuran 300x3x0.2M | Kecamatan 215.999.996
Beton Jalan Pertanian y
Musrenbang Kecamatan Blok Plered Ampelgading
Ampelgading Nomor 1 Nomor 1
Pembangunan Sarpras Desa ;
Wisita Desa Sikasts - Terlaksananya Hasil
Pembangunan Gapura dan Pagar Pembangunan Saiptis Gapura 1 unit ar Murenhang
84 gu P agar | sikasur Belik Desa Wisata Desa Sikasur S + FOE Kecamatan 170.000.000
(Musrenbang Kecamatan Belik 1,5x55 .
. - Pembangunan Gapura Belik Tahun
Tahun 2021 No.2, Gapura 1 unit,
dan Pagar 2021 No.2
pagar 1,5x595)
Hasil
85 gﬁgﬁ;ﬁgﬁ; é?:”ag“?? ‘ﬁﬂme Simpur Belik ;::}a:: agliygalan Dusun | volume 388x3 I\K?csaif;?:nﬂg 159.371.000
388x3 (Musrenbang Kecamatan p Bargn pDesa Simour i Hine Belik Tahun ' ’
Belik Tahun 2021 Nomor Urut 3) g L 2021 Nomor
Urut 3
Talud Jalan Desa Sirangkang - Terlaksananya pembuatan Hasil
Widodaren P=500 M Desa s Talud Jalan Desa K Musrenbang
L Sirangkang (Musrenbang sicangiang Petarpian Sirangkang - Widodaren P=RloM Kecamatan 130.000:000
Kecamatan Petarukan 10) Desa Sirangkang Petarukan 10
Pembangunan jalan rabat beton Terlaksananya ;?Jssienban
87 | di desa Siremeng (Musrenbang Siremeng Pulosari Pembangunan jalan rabat K g 125.000.000
: ; ecamatan
Kecamatan 2021 ) beton di desa Siremeng 2091
Peningkatan Jalan Antar Desa Terlaksananya Hasil
Sokawangi - Desa Pener Blok Peningkatan Jalan Antar Musicnabaii
88 | Ampel (600 M X 3 M) Desa Sokawangi Taman Desa Sokawangi - Desa 600MX3M K geens 238.000.000
. ecamatan
Sokawangi (Musrengbang Pener Blok Ampel Desa Taman 01

Kecamatan Taman 01)

Sokawangi
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Pembangunan Drainase Beton

Hasil

Ukuran 195 x 1 x 1.5 M, Hasil Tesiakennenyn Mugrcatong
89 ’ ’ Sokawati Ampelgading | Pembangunan Drainase Ukuran 195x1x 1.5 M Kecamatan 99.138.045
Musrenbang Kecamatan :
Ampelgading Nomor 4 Beton Ampelgading
& Nomor 4
Pembangunan Jalan Pertanian Terlaksananya Hasil
dukuh Siketul Desa Tambi Pembangunan Jalan solinte 99305 % 355 1% S REA
90 | Kecamatan Watukumpul, dengan | Tambi Watukumpul | Pertanian dukuh Siketul 2 g 200.000.000
. 0,15m Kecamatan
volume 293 mx 3,5 mx 0,15 m Desa Tambi Kecamatan Watukumpal 01
(musrenbang Watukumpul 01) Watukumpul P
Normalisasi Sungai dan Hasil
Jembatan Plat Deker Dusun —
5 Terlaksananya Normalisasi Musrenbang
Krajan dengan Volume Randudongk | Sungai dan Jembatan Plat Jonupe Kecamatan
91 | 300/500X1,2/2X0,5:7X2X1 Desa | Tanahbaya - D : ? 300/500X1,2/2X0,5:7X2 140.000.000
eker Dusun Krajan di Randudongkal
THnaltey R SR Desa Tanahbaya 3l tahun 2021
Kecamatan Randudongkal tahun Y No.2
2021 No.2 ’
Peningkatan Jalan Kualitas Desa ;
3 Terlaksananya Hasil
Tegalmlati P=350 M x L=4 M T= : B _ B
92 | 0,2 M Desa Tegalmlati Tegalmlati Petarukan | PeningkatanJalan | P=350 Mx L=4 MT=0,2 | Musrenbang 160.000.000
Kualitas Desa Tegalmlati M Kecamatan
(Musrenbang Kecamatan D ;
esa Tegalmlati Petarukan 05
Petarukan 05)
Hasil
B oo, g Teraksananye Musrenbang
93 g Jjang 8 Ampelgading | Pembangunan Jembatan Ukuran Panjang 60 M Kecamatan 201.510.000
Hasil Musrenbang Kecamatan Timur 7
Ampelgading Nomor 1 Gantung Ampelgading
peigading Nomor 1
e Telaksananya Pembuatan
94 ? Tumbal Comal Rabat Beton Jalan volume 246 x3 x 0,15 g 159.220.000
(Musrenbang Kecamatan Comal Pe o Kecamatan
6) Comal Nomor 6
Pembangunan Rabat Beton Hasil
(Joging Trek) Ukuran 320 x 3 x Pembangunan Rabat Musrenbang
95 | 0.5 M Hasil Musrenbang Ujunggede Ampelgading Beton ( J%u ing Trek) Ukuran 320x3x 0.5 M Kecamatan 75.000.000
Kecamatan Ampelgading Nomor BRE Ampelgading
8 Nomor 8
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Pembangunan bendungan Terlaksatsnin Hasil
wanalaya untuk irigasi pertanian Peiibat a::y bendiing Musrenbang
96 | desa wanarata 100 m ( Wanarata Bantarbolang | _~7 gu a;k o 840 1 100 m Kec. 170.000.000
Musrenbang Kec. Bantarbolang tans%y e Lén e ¢ Bantarbolang
04 ) pertanian desa wanarata Nomor 04
Terlaksannaya
Penggs;palan Falad iJalan Pengaspajany’l‘alud Jalan
(arangong) Jalan Desa (bronjong) Jalan Desa Hasil
Wangeelang B1.03 %00/ RW.01 Wangkelang RT.03 & Musrenbang
97 | dan RT.07,08,09 Wangkelang Moga : 7m x 20m 325.000.000
: : 06/RW.01 dan Kecamatan
&10/RW.02menuju Kalisaleh
RT.07,08,09 Moga Nomor 1
(7m x 20m) (Musrenbang 810/RW.02menuju
Kecamatan Moga 1) Kalis aleh' J
Pembangunan Drainase Jalan TertaRsaranya Hasil
Raya Warungpring 300M x . . . Musrenbang
98 0,25%0,6 ( Musrenbangkec Warungpring Warungpring tl}’::drnbaliggunfuwn Drama;e 300M x 0,25x0,6 kee 2021 Nomor 212.553.705
2021.01) A1 Raya Watungpritg 01
Peningkatan Jalan Desa Terlaksana
Watukumpul - Tambi, Desa Peningkatarr:y? Ty Hasil
SRy Watukumpul ~ Watukumpul | Watukumpul - Tambi, volume 402x2,5x0,12 fmnarEnbang 150.000.000
atukumpul, volume Desa Watukumpul Watukumpul
402x2,5x0,12 (musrenbang Kec tan W tllaxku ul 2021 Nomor 02
Watukumpul 2021 02) Haalan. ralusampy
Hasil
Einigglﬁdgizgx&%ai%n;:{agaézfeton Terlaksananya Musrenbang
100 Widodaren (Musreni:an Widodaren Petarukan Pembangunan Jalan Rabat | P= 448M L=3M T=0,2M Kecamatan 200.000.000
g Beton Desa Widodaren Petarukan
Kecamatan Petarukan 03)
Nomor 03
Pembangunan jalan pertanian, Hasil
Desa Wisnu Kecamatan ;Zi%k;ana::ﬁ la musrenbang
101 | Watukumpul, volume Wisnu Watukumpul | 20" gu c J =l volume 275x3x0,12 m Kec 160.000.000
275x3x0,12 m (musrenbang }% amain, ‘:!s? kll_ls::l ul Watukumpul
Watukumpul 2021 05) peaAn. Yetisamp 2021 Nomor 05
Jumlah 18.561.592.458
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Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 1 ( satu ) hasil musrenbang yang
tidak dicairkan dananya, yaitu musrenbang dari Kecamatan Moga untuk
kegiatan Rumah Olah Sampah di Desa Moga Kecamatan Moga sebesar
Rp.169.310.000,00. Hal ini disebabkan tidak adanya pengajuan pencairan
dana dari desa moga terkait kegiatan tersebut sampai dengan 31 Desember
2021. Desa Moga tidak menyampaikan pengajuan pencairan dengan alasan
dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan
Rumah Olah Sampabh.

Selain Hasil Musrenbang ( Musyawarah Rencana Pembangunan ), Sub
Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Pemalang
atau aspirasi anggota DPRD. Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD /Aspirasi
Anggota DPRD yang telah diusulkan melalui Sistim Informasi Pemerintah
Daerah ( SIPD ) Tahun 2023 terdapat pada Tabel berikut :
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Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Tabel 2.8

PAGU
PROGRAM/KEGIATAN/SUB BESARAN/
NO KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME PENGUSUL AN C;gARANp]
1 2 4 5 6 7
PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KEGIATAN PENUNJANG URUSAN
KEWENANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
SUB KEGIATAN ANALISIS
PERENCANAAN DAN
PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN
Belanja Bantuan Keuangan
Khusus Daerah Provinsi atau
Kab/Kota kepada Desa
Pembangunan Embung 16 x 40 meter Terlaksananya Pembangunan DALIWAN
1 | RT 13 RW 02 Desa Widodaren Widodaren Petarukan Embung 16 x 40 meter RT 13 RW 02 640 meter S.Pd ® FPKS 200.000.000
Petarukan Desa Widodaren Petarukan ’ U
. . Terlaksananya pengaspalan jalan RT
pengaspalan jalan RT 3 RW2 sepanjang s : 5 iy DALIWAN,
2 200 m ds Blimbing Ampelgading Blimbing Ampelgading 3 RW2 sepanjang 200 m ds Blimbing | 200 meter S Pd FPKS 90.000.000
Ampelgading
Pembangunan rabat beton Gang Terlaksananya Pembangunan rabat DALIWAN
3 | Amangkurat 253 m desa Petanjungan Petanjungan Petarukan beton Gang Amangkurat 253 m desa 253 meter S.Pd ’ FPKS 80.000.000
Petarukan Petanjungan Petarukan g
: " Drs.
Perkerasan jalan RT 18 RW 04 Desa . 4 Terlaksananya Perkerasan jalan RT
4 | sidokare Sidolre Ampelgading | ) g pw 04 Desa Sidokare Mhmewr | BAMBANG  ERDIR 200.000.000
SETIJONO
X Drs.
; . . . Terlaksananya Rehab Kantor Balai
5 | Rehab Kantor Balai desa Ujunggede Ujunggede Ampelgading desa Ujunggede 1 paket gﬁ%?gﬁg FPDIP 200.000.000
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Pengaspalan jalan Pierre Tendean Desa

Terlaksananya Pengaspalan jalan

Drs.

o Banglaragan Bangaranges fropeigading Pierre Tendean Desa Banglaragan SO0mees ggﬁ?ggg FEpIE 200.000.000
= ; Drs.
Rabat beton jalan gang Prau Desa . Terlaksananya rabat beton jalan gang
¥ Karangtalok i AtipEigating Prau Desa Karangtalok LSDmiter ggg?ggg From 200.000.000
Rabat Beton jalan RT 17 RW 05, Desa Terlaksannaya Rabat Beton jalan RT DWI LAKSAR]I,
& Karangmoncol e Randudongial 17 RW 05, Desa Karangmoncol 200 tnster S.Pd FPDIF 200.000.000
9 | Rabat Beton Jalan Kejene Randudongkal | Terlaksananya Rabat Beton Jalan 1 Paket a‘i’g{; ARTI FPGolkar =
; Terlaksananya Talud Lapangan Sepak DYAH B
10 | Talud Lapangan Sepak Bola Banjaranyar Randudongkal Bola 1 Paket WIDIHARTI FPGolkar
11 | Pengaspalan jalan Paguyangan Bantarbolang | Terlaksannaya Pengaspalan jalan 1 paket \[;I‘I{SII;IARTI FPGolkar 2
HM. ROIS
12 | Pengaspalan Jalan Danasari Pemalang Terlaksananya Pengaspalan Jalan 1 paket FAISAL MS, FPGolkar -
S.Pd. I, M.Si
HM. ROIS
13 | Pengaspalan Jalan Tambakrejo Pemalang Terlaksannaya Pengaspalan Jalan 1 paket FAISAL MS, FPGolkar -
S.Pd. I, M.Si
HM. ROIS
14 | Talud Jalan Wanamulya Pemalang Terlaksannaya Talud Jalan 1 paket FAISAL MS, FPGolkar -
S.Pd. I, M.Si
. Terlaksananya Perbaikan lapangan LINDA DWI
jg | Perbailan lapangan scpak Bola Duladh | o o0 Belik sepak Bola Dukuh Karangmulya Desa | 1 paket BHUANA FPDIP 50.000.000
Karangmulya Desa Sikasur :
Sikasur PUTRI
16 Pembangunan jalan Rabat Beton RW Bulakan Belik Terlaksannaya Pembangunan jalan 1 paket EII?L[I):NI;WI FPDIP
09, Desa Bulakan Rabat Beton RW 09, Desa Bulakan P PUTRI 100.000.000
; F LINDA DWI
Pengaspalan jalan desa RT 06 RW 01 : ; Terlaksananya Pengaspalan jalan
17 | Desa Kalisaleh Bacmen Bk desa RT 06 RW 01 Desa Kalisaleh 1 pajoet Eg,}fé‘lm FPDIP 100.000.000
18 pengaspalan jalan Dk. Kepetek Seluruh M Terlaksananya pengaspalan jalan Dk. 600 meter TIEJIL:L FPKS
Gendowang Moga Kelurahan/Desa s Kepetek Gendowang Moga ohe S Farm, 200.000.000
Terlaksananya pengarungan dan
pengarungan dan pembuatan tempat Sebiirah pembuatan tempat duduk penonton MUHAMAD
19 | duduk penonton lapangan dukuh Moga lapangan dukuh tumanggal 1 paket AKMAL FPKS
! 0.000.000
tumanggal banyumudal Moga Kelumahan /Desd banyumudal Moga S.Farm 250000
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Pengaspalan jalan rt 05 rw 9 menuju rt

Terlaksananya Pengaspalan jalan rt

MUHAMAD

20 01.rw 10 banyumudal Moga Banyumudal Moga 05 rw 9 menuju rt 01 rw 10 60 meter AKMAL, FPKS 15.000.000
banyumudal Moga S.Farm
Pengaspalan jalan rt 01 rw 9 ke rt 04 Terlaksananya Pengaspalan jalan rt MUHAMAD
21 | rw 10 dukuh tumanggal desa Banyumudal Moga 01 rw 9 ke rt 04 rw 10 dukuh 250 meter AKMAL, FPKS 55.000.000
banyumudal tumanggal desa banyumudal S.Farm
. . Terlaksannaya pengecoran jalan rt 04 MUHAMAD
22 ﬁ’e“g“"rmlala“ Qe meanju 020w | o, unndal Moga menuju rt 02 rw 10 dukuh tumanggal | 180 meter | AKMAL, FPKS 50.000.000
0 dukuh tumanggal desa banyumudal
desa banyumudal S.Farm
p 5 MUHAMAD
pengaspalan jalan rt 03 rw 10 Terlaksananya pengaspalan jalan rt
23 | banyumudal Moga Banyumudal ~ Moga 03 rw 10 banyumudal Moga ol FFES 200.000.000
- Terlaksananya pengaspalan jalan rt MUHAMAD
34 | Peogaspalan jalanttDZrwld dukuh: |, el Noge 02 rw 09 dukuh tumanggal desa 200 meter | AKMAL, FPKS 50.000.000
tumanggal desa banyumudal kec moga
banyumudal kec moga S.Farm
pengecoran jalan rt 03 rw 09 dukuh Terlaksananya pengecoran jalan rt MUHAMAD
25 | tumanggal desa banyumudal kec moga | Banyumudal Moga 03 rw 09 dukuh tumanggal desa 200 meter AKMAL, FPKS 60.000.000
200m x 2 m banyumudal kec moga 200m x 2 m S.Farm
; Terlaksananya pengaspalan dukuh MUHAMAD
pemgaspalan dukuh simadu rw 07dr rt 5 :
26 08 sampai rt 07 banyumudal Moga Banyumudal Moga simadu rw 07dr rt 08 sampai rt 07 200 meter AKMAL, FPKS 50.000.000
banyumudal Moga S.Farm
. ; Terlaksananya Pengaspalan jalan X
- Pengaspalan :]alan dukuh simadu rt 08 dukuh simadu tt 08 rw 07 sampai MUHAMAD
rw 07 sampai rt 05 rw 10 dukuh Banyumudal Moga 200 meter AKMAL, FPKS 50.000.000
tumangeal d b dal 05 rw 10 dukuh tumanggal desa S.F
gg esa banyumuda .Farm
banyumudal
08 Pengaspalan jalan desa, Dukuh Kalimas Randudonekal Terlaksananya Pengaspalan jalan i saket FSL,{.?Q%FIE:H FPDIP
Kertadita Desa Kalimas desa, Dukuh Kertadita Desa Kalimas P A.Md 3 200.000.000
; Terlaksananya Pengaspalan jalan NUR AFNA
Pengaspalan jalan desa RT 22 RW 02
29 Blok Kedatuan, Desa Rembul Rembul Randudongkal geeis; I;E{'Zi?blﬁw 02 Blok Kedatuan, 1 paket LS’ESOMAH, FPDIP 200.000.000
: : ; Terlaksananya Pengaspalan jalan, NUR AFNA
Pengaspalan jalan, jalan Balai desa RT . :
30 07 RW 01 Desa Gembyang Gembyang Randudongkal | jalan Balai desa RT 07 RW 01 Desa 1 paket ISTIQOMAH, FPDIP 500.000.000
Gembyang A.Md
31 | Drainase Jalan Kaligelang Taman 'I‘erlgksananya Fetibanguman 1 Paket RABADI FPGolkar -
Drainase Jalan
Terlaksananya Pembangunan Jalan RESTU
Pembangunan Jalan Rabat beton areal s —
32 tambak Dasun Desa Mojo Mojo Uluyjami Rabat be_ton areal tambak Dasun 600 meter MARLIA FPDIP 200.000.000
Desa Mojo RIZKY
Peningkatan jalan Rabat Beton areal : = o Terlaksananya Peningkatan jalan RESTU
24 Tambak Desa Mojo Mojo Ulyjammi Rabat Beton areal Tambak Desa Mojo #9 meter MARLIA R e 70.000.000
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Peningkatan jalan menuju makam

Terlaksananya Peningkatan jalan

RESTU

34 | Syekh Maulana Maghribi Desa Pesantren Ulujami menuju makam Syekh Maulana 600 meter MARLIA FPDIP 100.000.000
Pesantren Maghribi Desa Pesantren RIZKY ’ ’
; ; Terlaksananya Peningkatan jalan RESTU
35 PenlngkaFan Jaian: Rabat Beton’Dukuh Mojo Ulujami Rabat Beton Dukuh Dasun Wilayah 700 meter MARLIA FPDIP
Dasun Wilayah Pagak Desa Mojo : 200.000.000
Pagak Desa Mojo RIZKY
perbaikan jalan poros desa glandang Terlaksananya perbaikan jalan poros RINA
36 | desa kuta rt11 rw02 Glandeng Bantarbolang | 4o, olandang desa kuta rt1T rw02 | o2 MeT | pyaSTUTI FPES 150.000.000
perbaikan jalan suwandi rt02 rw3, rt01 Terlaksananya perbaikan jalan RINA
37 | rwa desa kuta Enta Bantarbolang | . vandi rt02 rw3, 101 rwé desa kuta | 221 Mor | pyvagrum s 150.000.000
perbaikan jalan haji (hj) sholeh Terlaksananya perbaikan jalan haji RINA
38 n02,93,05,06,07 w03 rt08 rw 04 desa | Pegiringan Bantarbolang | (hj) sholeh rtOQ‘,C‘l3,05,06,07 rw03 rt08 | 450 m TIYASTUTI FPKS 150.000.000
pegiringan rw 04 desa pegiringan
PERBAIKAN JALAN kenanga rt Terlaksananya Perbaikan Jalan RINA
39 | 01,02,03 dusun semiliran desa Bantarbolang Bantarbolang | kenanga rt 01,02,03 dusun semiliran | 375 meter FPKS
TIYASTUTI 150.000.000
bantarbolang desa bantarbolang
Pembangunan drainase jalan dusun Ter!aksanz’anya Pembangunan .
40 | randugunting Desa peguyangan Paguyangan Bantarbolang destinase. jalan dusun rendagneting 450 meter T FPKS
Bantarbolang 444 m Elesa peguyangan Bantarbolang 444 TIYASTUTI 150.000.000
Terlaksananya Perbaikan Jalna
PERBAIKAN JALAN dusun benteng rt RINA
41 06,08 rw 02 DESA WANARATA Wanarata Bantarbolang | dusun benteng rt 06 ,08 rw 02 DESA | 450 meter TIYASTUTI FPKS 150.000.000
WANARATA
. Terlaksananya perbaikan Jalan
perbaikan Jalan dusun clapar rt 01 02 RINA
42 03 desa karang anyar Karanganyar Bantarbolang ?mu;:f clapar rt 01 02 03 desa karang | 450 meter TIYASTUTI FPKS 100.000.000
; Terlaksannaya Rabat beton jalan
Rabat beton jalan benteng dusun S e : SOLICHIN,
43 silanjar desa jebed selatan. Jebed Selatan Taman ::E‘ttear:]g dusun silanjar desa jebed 280 meter S.Ag FPKS 150.000.000
Rabat beton jalan RT 01 RW 03 desa ) Terlaksananya Rabat beton jalan RT SOLICHIN,
44 penggarit kec. Taman Penggarit Taman 01 RW 03 desa penggarit kec. Taman L0 mEter S.Ag FPKS 70.000.000
Bantuan keuangan pemeliharaan dan Terlaksananya pemeliharaan dan SOLICHIN
45 | perawatan GOR Bulu tangkis PB Penggarit Taman perawatan GOR Bulu tangkis PB 1 paket S A ’ FPKS 15.000.000
Anggrek desa penggarit kec. Taman Anggrek desa penggarit kec. Taman A8
46 Rabat bv::ton jalan RT 01 RW 03 desa Penggarit Taman Terlaksananya Rabat be_-ton jalan RT 150 meter SOLICHIN, FPKS 70.000.000
penggarit 01 RW 03 desa penggarit S.Ag
s : ; Terlaksananya Rabat beton jalan
Rabat beton jalan lingkungan di RT 05 ; : h SOLICHIN,
47 RW 03 desa penggarit Penggarit Taman lingkungan di RT 05 RW 03 desa 150 meter S.Ag FPKS 50.000.000

penggarit
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5 Terlaksananya Pembangunan jogging
Pembangunan jogging track lapangan SRI AMI }
48 sepak bola desa Sewaka Sewaka Pemalang Iér:;l;ligpangan sepak bola desa 1 paket AYUWARDANI FPDIP
Pembangunan Talud dan Pavingisasi Terlaksananya Pembangunan Talud SRI AMI
49 | area pemakaman Baurekso Desa Bojongnangka Pemalang dan Pavingisasi area pemakaman 1 paket FPDIP
: % AYUWARDANI 100.000.000
Bojongnangka Baurekso Desa Bojongnangka
: ; ’ Terlaksananya Rehab Kantor
50 | Rehab Kantor Sekretariat Desa Sitemu | Sitemu Taman Sekretariat Desa Sitermnu 1 paket SUYUTI, SH FPDIP 200.000.000
Rehab Kantor Sekretariat Desa
51 Gendang Gondang Taman Terlaksananya 1 paket SUYUTI, SH FPDIP 200.000.000
. Terlaksananya Rehab Kantor
52 | Rehab Kantor Sekretariat Desa Pener Pener Taman Seliiutatint Doss Porich 1 paket SUYUTI, SH FPDIP 200.000.000
Pengaspalan Jalan RT 01, 02 RW 07 . Terlaksananya Pengaspalan Jalan RT
53 | Desa Banjaran Banjaran Taman 01, 02 RW 07 Desa Banjaran L palat SUYOTE Sk B 200.000.000
Pengaspalan jalan desa Jebed Utara di Terlaksananya Pengaspalan jalan
5 | RT 01,04 RW 05 Jeties Citan o desa Jebed Utara di RT 01 ,04 RW 05 | ! Paket SUYUTL BH.  FEDIP 200.000.000
. . . Terlaksananya Rabat beton jalan
Rabat beton jalan Desa Sitemu di RT ; ! 3
S5 03, 06 RW 01 Desa Sitemu Sitemu Taman gﬁ:i-; iltemu di RT 03, 06 RW 01 Desa | 1 paket SUYUTI, SH FPDIP 200.000.000
Jumlah 6.425.000.000
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Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pemalang menerapkan kebijakan

Refocusing anggaran pada tiap tiap Perangkat Daerah dalam rangka

mengatasi defisit anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

termasuk salah satu perangkat daerah yang terdampak refocusing anggaran

tersebut, sehingga harus mengurangi belanja dengan tetap memperhatikan

keberlangsungan pelaksanaan fungsi BPKAD dan ketercapaian output

kegiatan. Beberapa Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang yang

diakomodir pada akun Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa,

juga terdampak refocusing pada Tahun 2021. Tetapi pokok pikiran tersebut

dianggarkan kembali pada Tahun 2022 untuk menjaga keberlanjutan

aspirasi masyarakat. Adapun Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang

yang terdampak refocusing anggaran Tahun 2021 dan dianggarkan kembali

pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Drainase dan Talud/Sender RT.28 RW.05 Desa Asemdoyong Kecamatan
Taman

2. Pembangunan Jalan Poros Desa Cibuyur menuju Desa Mereng Kec
Warungpring

3. Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Kedungbanjar 2 x 300 m x 18 cm
di RT.04 Rw.03 Dusun 03 Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman

4. Pengaspalan Jalan antara Desa Banjarsari ke Desa Sumurkidang
Kecamatan Bantarbolang

5. Pengaspalan Jalan Monas dan Jalan Permata Hoki Desa Taman RT.02
RW.05 Kecamatan Taman

6. Pengaspalan Jalan RT.01 RW.01 Desa Glandang Kecamatan

Bantarbolang
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3.1.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional _

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman
untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta
rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan
melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top
down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari
pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan
secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Kerja
Pemerintah ( RKP ) Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah
Tahun Keempat dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan
yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN )
2020 - 2024. Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2023 bertema
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif
dan Berkelanjutan”. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan
memperhatikan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan presiden,
hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, dan kebijakan pembangunan
tahun 2023, serta beberapa isu strategis. Sedangkan Visi
Pembangunan nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020 -
2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi
tersebut dilaksanakan 9 misi pembangunan nasional yaitu :
Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

o U A N =

Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, presiden Republik

Indonesia memberikan arahan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM ), fokus pada
membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis,
produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi
didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

2. Pembangunan infrastruktur, fokus pada melanjutkan
pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan
produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke
Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan
mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua
undang-undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan Kedua
Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah
( UMKM ).

4. Penyederhanaan birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi
untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan
birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi ekonomi, fokus pada melakukan transformasi
ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur
dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. .

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun dalam rangka menuju

Indonesia sebagai Negara Maju, lepas dari Middle Income Trap. Arah

kebijakan prioritas pembangunan pada Tahun 2023 mencakup

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas
kesehatan dan Pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan
pengangguran disertai peningkatan penyediaan lapangan Kkerja,
pemulihan dunia usaha, revitalisasi industry dan penguatan riset
terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan
pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi serta
pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Berdasarkan arah kebijakan
pembangunan nasional tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2023 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yaitu :
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1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas
dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan;
Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya saing;
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan

( Polhukhankam ) dan transformasi pelayanan publik.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan

Arah kebijakan Kementrian Keuangan Tahun 2023, fokus pada
penguatan sumber daya manusia ( SDM ) hingga pengembangan
ekonomi hijau. Kebijakan Kementrian Keuangan tersebut selaras
dengan tema kebijakan fiskal Pemerintah Tahun 2023 yaitu
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan Fiskal Tahun 2023 di sektor
APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika
perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan
dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
Anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM,
akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan
regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong
pembangunan ekonomi hijau. Kementrian Keuangan berupaya
meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung
dengan reformasi fiskal. Reformasi fiskal dilakukan melalui mobilisasi
pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan
perbaikan kualitas belanja secara efisien dan efektif serta terus
mendoring pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendoring
optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan dunia
usaha yang  berkelanjutan serta kleestarian lingkungan hidup.
Optimalisasi Pendapatan dilakukan dengan menjaga efektivitas

pelaksanaan  reformasi perpajakail melalui  Undang-Undang
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Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP ), mendorong agar
sistem perpajakan lebih sehat dan adil serta mendoring perluasan
basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan
Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peratiran Perpajakan
yang efektif diharapkan rasio perpajakn akan meningkat, penerimaan
Negara Bukan Pajak ( PNBP ) juga optimal karena adanya peningkatan
inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Adapun secara
menyeluruh, arah kebijakan Kementrian Keuangan tersebut sebagai
berikut :

1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal
dan sektor keuangan khusus}lya kebijakan relaksasi dan
refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.

b. Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural guna memulihkan
kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.

c. Penyusunan Kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan
kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan
ruang untuk pemulihan perekonomian.

d. Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-undangan
di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan.

e. Perumusan Strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang
sehat dan berkelanjutan.

f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrument-instrumen
fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.

g. Peningkatan produktifitas dan daya saing nasional, serta
penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar
keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka
menengah.

h. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong
investasi dan daya saing.

i. Pemberian insentif fiscal perpajakan untuk peningkatan
investasi dan ekspor serta pengembangan sector tertentu.

j. Harmonisasi pemberian fasilitas fiscal lintas unit di internal
Kementrian Keuangan atau dengan K/L Lainnya.

k. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan

ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong
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L

pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan
inklusif.
Penguatan kebijakan sector keuangan serta peningkatan literasi

dan inklusi keuangan untuk memperkuat system keuangan.

2. Penerimaan Negara yang Optimal

a.

Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan
untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi
wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan

kewajibannya.

. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan

dengan memperhatikan protocol kesehatan terkait covid-19.

. Identifikasi potensi dan peningkdtan kepatuhan perpajakan atas

transaksi perdagangan melalui system elektronik ( PMSE ).

. Pengembangan Layanan Pajak, Kepabean dan Cukai serta PNBP

berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user

friendly.

. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis

pajak, kepabeanan dan cukai serta pemetaan potensi PNBP.
Modernisasi system administrasi pajak, kepabeanan dan cukai
serta PNBP.

. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang

pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan

cukai.

. Penguatan kerja sama dengan Kementrian dan Lembaga serta

Aparat Penegak Hukum ( APH ) baik dalam maupun luar negeri
dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
Penguatan Joint program penerimaan di lingkungan Kementrian

Keuangan.

. Peningkatan Kepatuhan melalui model pengawasan berbasis

segmentasi dan territorial.

. Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta

Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-barang illegal.
Integrasi dan Konektivitas pelayanan ekspor impor dengan K/L

dan negara-negara mitra.

m.Mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja logistik

nasional.
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3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

a.

Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN
yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untu pendanaan
isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional
maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien

dan tetap akuntabel.

. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial

dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antar
program maupun antara pusat dan daerah termasuk
peningkatan efektifitas penggunaan Dana Desa untuk
mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis

nasional di desa.

. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja K/L,

Penggunaan transfer ke daerah dan Dana Desa untuk
penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional
serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan

perekonomian.

. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat

sasaran dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of
working melalui penerapan teknologi informasi dalam proses
perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah,
serta antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek

good governance.

. Penguatan value for money, peningkatan evidence based

budgeting dan monev kebijakanh penganggaran dalam proses
perencanaan penganggaran.

Pemantapan penerapan penganggaran berbasisi kinerja ( PBK )
dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ( KPJM ) serta
Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah
berdasarkan standarisasi program/kegiatan, Outcome/output,
satuan biaya, struktur dan kode akun, serta system pengelolaan

keuangan daerah terintegrasi.

. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke

Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan
terintegrasi ( Integrated Funding ) untuk mempercepat
pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional

dan meningkatkan efisiensi anggaran.
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h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah
berdasarkan kebutuhan layanan dasar public dan kinerja
daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk
mempercepat pemerataan layanan publik antar daerah.

i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan Sistem Insentif
untuk meningkatkan daya saing, kegiatan wusaha dan
pertumbuhan ekonomi daerah.

j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja
sama pemerintah daerah dengan badan usaha ( KPBU ) untuk
percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat
dilakukan dengan skema bisnis.

k. Pembangunan mekanisme kerjg virtual bagi birokrasi daerah
agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.

l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi
secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung
perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.

m.Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak
belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan
kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran
yang berkualitas.

n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses
penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta
pelaksanaan reward and punishment.

. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan

Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Resiko

yang terkendali.

a. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja
Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel

b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta
memberi manfaat finansial.

c. Pengelolaan Pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan
negara yang terkendali.

. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan

Efisien.

a. Organisasi dan SDM yang optimal

b. Sistim Informasi yang andal dan terintegrasi.

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
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3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -

2023, maka tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

adalah “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin

Sejahtera dan Berdikari”. Tema tersebut selaras dengan Visi Provinsi

Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan

Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Sedangkan

misi Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno yaitu
berdaulat di Bidang Politik, berdikari di Bidang Ekonomi dan
Berkepribadian di Bldang Kebudayaan.

2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur
dan transparan “ Mboten korupsi dan Mboten Ngapusi”

4. Memperkuat Kelembagaan sosial masyarakat untuk
meningkatkan persatuan dan kesatuan.

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat.

7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 fokus pada “Pemulihan Sektor Ekonomi yang
terdampak Pandemi Covid-19”. Sektor yang terpuruk karena
pendemi covid-19 adalah Pariwisata dan Pertanian, sehingga pada
Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk membangkitkan
kembali sektor pariwisata dengan peningkatan eco socio tourism.
Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dijabarkan pada Prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang diarahkan
pada :

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara

keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan
keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan
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pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung
kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem ( PKE );

3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya
manusia menuju SDM berdaya saing;

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan
ketahanan fiskal daerah.

Instansi pada Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan
tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang adalah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah ( BPKAD ) Provinsi Jawa Tengah. Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan misi yang ketiga
Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah yaitu : Mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan
“ Mboten korupsi dan Mboten Ngapusi”

Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik

2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset
Daerah.

3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang
sesuai kaidah perundangan.

2. Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayana}l Perangkat Daerah.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi :

1. Implementasi kebijakan dan pentahapan pembayaran non
tunai.

Implementasi kebijakan dan pentahapan paperless.

Melakukan validasi data terkait aset di pengguna yang masih
layak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi
yang akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kondisi
dan status aset melalui BMD.

4. Aset-aset yang saat ini dalam masa pemanfaatan oleh pihak

ketiga akan dilakukan penilaian ulang untuk kewajaran harga
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sewa ( untuk menunjang kenaikan harga sewa ).

Arah Kebijakan :

1.

10.

11

12.

13.
14.

15.

Penyesuaian kebijakan dan percepatan penggunaan aplikasi
penatausahaan keuangan serta meminimalkan penggunaan
uang tunai dalam pelaksanaan transaksi
penerimaan/pembayaran.

Persiapan kebijakan dan system pencairan dalam aplikasi
penatausahaan dengan mekanisme paperless.

Inventarisasi dan validasi aset serta percepatan kebijakan
pengamanan dan pemanfaatan aset.

Implementasi kebijakan dan pentahapan pembayaran non
tunai.

Implementasi kebijakan dan pentahapan mekanisme paperless.
Implementasi kebijakan pengamanan aset secara fisik dan
administrasi serta tertib administrasi penatausahaan dan
digitalisasi promosi pemanfaatan aset daerah.

Perluasan dan pengendalian pembayaran belanja non tunai,
baik pengeluaran maupun penerimaan.

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan Mekanisme
Paperless secara bertahap.

Perluasan cakupan penatausahaan aset, peningkatan volume
aset yang diamankan secara fisik dan administrative dan
kenaikan jumlah aset yang idle yang
disewakan/dikerjasamakan.

Integrasi dan perluasan pembayaran belanja non tunai dan

penggunaan aplikasi secara menyeluruh.

. Pengembangan penatausahaan keuangan dengan mekanisme

paperless.

Integrasi sistem tata usaha aset dan pemanfaatan, upaya
mengurangi persentase aset yang belum diamankan secara fisik
dan administrative serta alternative pemanfaatan untuk
dukungan PAD.

Penerapan penggunaan non tunai sesuai optimal.

Pelaksanaan penatausahaan keuangan dengan mekanisme
paperless sepenuhnya.

Ketepatan jumlah dan nilai barang melalui sensus BMD guna

optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.
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16. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana
prasarana kantor, informasi publik kepegawaian dan keuangan
perangkat daerah.

17. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat
daerah.

18. Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator
Renstra.

3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Arah kebijakan pembangunan tahunan dirumuskan secara
adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan strategis yang
terjadi. Terjadinya wabah covid - 19 yang dinyatakan sebagai pandemi
oleh WHO, memberi dampak sangat signifikan kepada kesejahteraan
masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 disikapi dengan penyesuaian
perumusan kebijakan pembangunan pada Tahun 2023 yang
diselaraskan dengan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat
dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023

adalah : “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan

Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi, SDM dan

Infrastruktur”. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten

Pemalang tersebut dijabarkan dengan implementasi prioritas

pembangunan yaitu :

1. Penguatan Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan
ketahanan bencana;

Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul;

Penguatan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan
Pengangguran yang terdampak Pandemi Covid-19 serta
penanggulangan kemiskinan ekstrem:;

4. Pengembangan Digitalisasi Data, Informasi, komunikasi serta
layanan masyarakat di desa ( Desa Digital );

5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur; dan

6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan

ramah anak.
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Arah kebijakan pembangunan’daerah Kabupaten Pemalang
tahun 2023 juga dirumuskan dengan mempertimbangkan visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Visi Pemerintah Kabupaten
Pemalang adalah: “Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang
Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangeni .

Adapun dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah
Kabupaten Pemalang tersebut, dijabarkan dalam 6 (enam) misi
pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban
masyarakat;

2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih;

3. Mewujudkan pembangunan mental dan karater masyarakat
yang agamis, toleran dan gotong- royong;

4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan
perkotaan;

5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada
potensi lokal;

6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan
berkesinambungan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan
salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tata kelola
pemerintahan untuk mendukung salah satu misi pembangunan
Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu mewujudkan
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih. Berdasarkan misi tersebut, Arah Kebijakan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
diupayakan untuk mendukung peningkatan pengelolaan keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya
manusia;

b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di BPKAD;

d. Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari

pengelolaan aset daerah dan pendapatan jasa giro/bunga deposito;
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e. Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Aset Daerah yaitu penyajian
data pada Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan data
aset yang dikuasai dan Neraca Daerah.

f. Meningkatkan pengamanan aset khususnya tanah milik
Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan cara memfasilitasi proses
sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.

g. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) Kabupaten Pemalang, agar dapat dipertahankan
hasil opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang telah
diraih sebanyak 6 ( enam ) kali berturut-turut yaitu pada Tahun
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD
3.2.1.Tujuan BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah
ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang yaitu “Meningkatkan Kualitas
Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah”. Dalam mencapai
tujuan tersebut didukung oleh 2 indikator yaitu :

- Hasil Pengukuran indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
(IPKD) dengan target 80 dan;

- Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan
target 93 %.

Tujuan BPKAD tersebut menjadi pedoman dalam
menyusun Renja agar semua program dan kegiatan yang
tercantum pada Renja BPKAD searah dengan tujuan yang ingin
dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten
dan meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas
pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan

ASN BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima,;
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3.

Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana
program dan kegiatan dalam menjalankan program dan
kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah ( RKPD ) serta mendukung program yang tercantum
pada RPJMD.

3.2.2. Sasaran BPKAD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya

adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih

spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal

dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ingin

dicapai oleh BPKAD terdapat 2 Sasaran yaitu:

Sasaran 1 : "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indikator

sasaranmn :

Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen
Penganggaran dengan target bobot nilai 15;

Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran dengan
target bobot nilai 20;

Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah dengan
target bobot nilai 15;

Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki dengan
target 50 %.

Sasaran 2 : “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” dengan

indikator sasarannya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dengan target 84,08.

Sasaran BPKAD menjadi titik fokus penyusunan program dan

kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Renja, sehingga diharapkan

semua program dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran
BPKAD tersebut.

Ada pun sasaran Renja BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan

aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,

2. Terwujudnya human performance (kemampuan dan kemauan

aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;
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3. Meningkatnya transparasi da.n akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini
BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) ”

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting
dalam proses perencanaan strategis, karena didalamnya terkandung
rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang
akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang dalam menetapkan kebijakan, program
operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang
ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan
untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas
makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan
dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana
sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk
mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan
dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan
memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun

anggaran.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2023

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET

NO
TUJUAN/SASARAN
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan Hasil Pengukuran Indeks 80
Kualitas Indeks Pengelolaan
Kinerja Tata Keuangan Daerah
Kelola (IPKD )
Keuangan Persentase % 93
Daerah Pemanfaatan BMD
% | Meningkatnya | Hasil Pengukuran Nilai 15
Transparansi | Indeks Kesesuaian
dan Dokumen
Akutabilitas Penganggaran
Pengelolaan Hasil Pengukuran Nilai 20
Keuangan Indeks Penyerapan
dan Aset Anggaran
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Daerah Hasil Pengukuran Nilai 15
Indeks Kondisi
Keuangan Daerah
Persentase Barang % 50
Milik Daerah yang
dimilikki
1.2 Peningkatan | Indeks Kepuasan Indeks 84,08
Kualitas Masyarakat ( IKM )
Pelayanan
Publik
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dilaksanakan untuk

mendukung Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu

Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil Makmur Agamis dan

Ngangeni. Sedangkan misi yang didukung oleh program kegiatan dan

sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

misi kedua yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,

bersih dan responsif. Berpedoman pada visi dan misi Kabupaten

Pemalang maka ditentukan tujuan dan sasaran Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kabupaten Pemalang tersebut

dijabarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sedangkan

tujuan dan sasaran perangkat daerah dirinci dalam pelaksanaan

program kegiatan dan sub kegiatan. Adapun tujuan Kabupaten

Pemalang yang didukung oleh pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi

yang efektif dan efisien, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi

Birokrasi Kabupaten Pemalang. Sedangkan sasaran Kabupaten

Pemalang yang didukung oleh pelaksahaan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatnya Birokrasi yang

Akuntabel dengan indikator sasaran daerah Indeks Kapasitas Fiskal

Daerah ( IKFD ).

Dari Tujuan dan sasaran daerah tersebut, ditentukanlah

tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah.

Terdapat 2 indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah yaitu :
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1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD )

dan ’
2. Persentase Pemanfaatan BMD
Berdasarkan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ditentukan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Terdapat 2 sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yaitu :
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran :

» Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
2. Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Sasaran :

» Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran

» Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran

» Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah

» Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki
Selain untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pemalang,
Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah ditujukan untuk mendukung tercapainya
pembangunan yang berkelanjutan ( Sustainable Development Goals
/SDGs ). Komponen SDGs yang didukung oleh pelaksanaan fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tercapainya
Opini Wajar Tanpa Pengelcualian ( WTP ) yang dikeluarkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI ) atas pemeriksaan
Laporan Keuangan Daerah ( LKD ) Kabupaten Pemalang. Kabupaten
Pemalang telah meraih opini WTP sebanyak 5 ( Lima ) kali berturut
turut sejak tahun 2017,2018,2019,2020 dan 2021.

Pada Tahun 2023, Terdapat 3 Program, 13 Kegiatan dan 46 Sub
Kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten
Pemalang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah.
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5.10.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor. .

1.6.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.6.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.6.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

1.6.7. Penyediaan Bahan/Material

1.6.8. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.6.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1.6.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

1.7.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

1.7.6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik
1.8.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

1.9.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.9.6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.9.9. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya.

1.9.10.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

2.1.7. Koordinasi dan Penyusunan P.'eraturan Daerah tentang APBD

dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

2.1.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD.
2.2.Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.

2.2.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK ).

2.2.10. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang
berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

2.2.11. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

2.3.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah |
2.3.3. Koordinasi  Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan/ Triwulanan dan Semesteran.
2.3.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.
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2.3.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawahan Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

2.4 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

2.4.8. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

2.4.9. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

2.4.10.Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

2.5.Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

2.5.2. Implementasi da Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerinta
Daerah Bidang Keuangan Daerah.

2.5.3. Pembinaan Sistem Informas! Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.2.Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2.7. Pengamanan Barang Milik Daerah.

3.2.10.0Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtganganan,
Pemusnahanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

3.2.12.Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum ( DAU )
kecuali untuk Kegiatan analisis Penyaluran Bantuan Keuangan khususnya
untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan Tani Manunggal Mandiri Desa
( TMMD ), dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
Tengah. Selain itu ada kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
khususnya Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).

Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah di Kantor BPKAD dan ditujukan untuk
menunjang pelaksanaan fungsi BPKAD selaku Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPKD ) kecuali kegiatan penunjang urusan kewenangan
pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa atau

Masyarakat Desa guna membantu pembangunan dan pemberdayaan di
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desa. Selain itu, BPKAD mengelola Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak yang merupakan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam
rangka menanggulangi bencana dan membantu korban bencana serta
keadaan darurat lainnya. Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai
pengampu Belanja Tidak Terduga adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ( BPBD ) Kabupaten Pemalang.

Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD
pada Tahun 2023 tercantum pada rancangan awal RKPD Tahun 2023.
Terdapat perbedaan jumlah sub kegiatan pada Tahun 2022 dengan Tahun
2023. Pada Tahun 2022, terdapat 46 sub kegiatan, sedangkan pada Tahun
2023 terdapat 45 sub kegiatan. Perbedaan tersebut karena ada 1 ( satu )
sub kegiatan yang alokasi anggarannya menunggu kebijakan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah ( TAPD ) yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang merupakan bagian
dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik, Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah.

Total pagu anggaran pada Renja BPKAD Tahun 2023 sama dengan
yang tercantum pada DPA Tahun 2022. Kebijakan ini dilakukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) mengingat kapasitas anggaran pada

Tahun 2023, diperkirakan tidak berbeda jauh dengan Tahun 2022.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

Program dan Kegiatan pada Tahun 2023 merupakan kegiatan
reguler yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang
yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0S50-
3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021. Terdapat 3 Program 13 Kegiatan dan 46 Sub
Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2023.

Sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
atau Sustainable Development Goal’'s (SDGs), Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah mendukung Goal ke 16 yaitu Perdamaian,
Keadilan dan  Kelembagaan yang kokoh, Indikator 16.6
Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel dan Transparan di
semua tingkat dengan indikator 16.6.1.(a) Persentase Peningkatan
Opini BPK WTP Kab/Kota. Program Kegiatan dan anggaran yang

mendukung indikator SDG’s tersebut tercantum pada tabel berikut :
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PROGRAM,

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 YANG MENDUKUN

Tabel 4.1

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL’S ( SDG’s )

KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
G PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB ) /

PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR SATUAN | TARGET ANGGARAN
TAHUN 2023

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH
Target 16.6. Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel dan Transparan di semua tingkat
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan % 100 477.268.562.000
KEUANGAN DAERAH Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum % 60

Persentase SP2D vang terbit sesuai ketentuan % 100

Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD % 100

sesuai ketentuan

Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan % 100
Koordinasi dan Penyusunan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah Jenis 15 515.000.000
Rencana Anggaran Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Jenis 12 295.000.000
Perbendaharaan Daerah Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jenis 11 162.400.000
Akuntansi dan Pelaporan Daerah
Keuangan Daerah : i
Penunjang Urusan Kewenangan Persentase tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Desa, Belanja Tidak % 90 476.227.662.000
Pengelolaan Keuangan Daerah Terduga dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah
Pengelolaan Data dan Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Keg 2 68.500.000
Implementasi Sistem Informasi Daerah
Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Tertib administrasi Penatausahaan BMD % 100 1.709.100.000
BARANG MILIK DAERAH

Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMD sesuai ketentuan Dok 8 1.709.100.000

Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah
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Pemerintah Kabupaten Pemalang telah merealisasikan target
pada goal 16 SDG’s yaitu tercapainya Laporan Keuangan Daerah
dengan hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ), untuk 6 tahun berturut turut. Hal
ini membuktikan keseriusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang dalam upaya meningkatkan Tata Kelola
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar terwujud Pengelolaan
Keuangan yang baik, sesuai ketentuan, transparan, akuntabel dan
melayani kepentingan masyarakat Kabupaten Pemalang. Adapun target
dan Realisasi atas Tujuan ke-16 dari Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan ( TPB ) tercantum pada tabel 4.2 berikut :
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Tabel 4.2
Target dan Realisasi Tujuan ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TARGET DAN REALISASI
2017 2018 2019 2020 2021 2022
T R i R T R T R il R T R

TUJUAN DAN INDIKATOR TPB
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh

16.6. Mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel

dan transparan di semua tingkat
16.6.1.(a). Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP

Daerah

WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
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Selain mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Program
dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan ‘Keuangan dan Aset Daerah
dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun
2021 - 2026. Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah
“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil Makmur Agamis dan
Ngangeni®.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 misi Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan
responsive.

Mewujudkan Pembangunan Mental Masyarakat yang agamis.
Mewujudkan Keterpaduan Pembangunan pedesaan dan perkotaan.

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi local.

@ @ 5 W

Mewujudkan  pembangunan  insfrastruktur yang kuat dan
berkesinambungan. .

Dari ke-6 misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mendukung misi yang ke-2 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang baik, bersih dan responsive”. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjabarkan pada pelaksanaan
program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada Tahun 2023
yang mendukung visi dan misi yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat pada table 4.3
sebagai berikut :

Tabel 4.3
Program dan Kegiatan pada Renja BPKAD Tahun 2023
yang mendukung visi dan misi kedua Kabupaten Pemalang

NAMA PROGRAM/KEGIATAN _ AN?‘;‘;ARAN)
P

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 477.268.562.000
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 515.000.000
Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 295.000.000
Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 162.400.000

Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan | 476.227.662.000
Keuangan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem 68.500.000
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.709.100.000
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.709.100.000
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Tabel 4.4

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan
Perkiraan Maju Tahun 2024

genll}gk%kan‘ Hasil Pengukuran Indeks
T:;IKeSlolaner]a Pengelolaan Keuangan 80
Daerah (IPKD)
Keuangan Daerah
Persentase Pemanfaatan BMD 93%
Peningkatan X
Kualitas Indeks Kepu(?ngin] Masyarakat 84.08
Pelayanan
Publik
. Hasil Pengukuran Indeks
Menlngkatny.a Kesesuaian Dokumen 15
zransparanm Penganggaran
an
-1 Hasil Pengukuran Indeks
Akuntabilitas Penyerapan £ 20
Pengelolaan
Keuangan dan Hasil Pengukuran Indeks 15
Aset Daerah Kondisi Keuangan Daerah

487.897.764.000

80

93%

84.08

15

20

15

-

487.897.764.000

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD
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Persentase Barang Milik

0, o,
Diierabyeiny difniikiki 50 % 50 % BPKAD
Program Penunjang 1. Indeks Reformasi
b TR e s o 8.920.102.000 Eai 8.920.102.000 PrEAD
Daerah Kabupaten/Kota : : ’ : * :
2. Nilai SAKIP di BPKAD 60,40 60,50 BPKAD
Perencanaan, Tersedianya Dokumen
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran 12 000 12
Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dokumen A B00 Dokumen 45.500.000 BEEAD
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen 5
Jumlah Renstra dan Renja 3 3
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Dokumen 3.000.000 Dokumen 3.000.000 BPKAD
Daerah
Koordinasi dan 70 70
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA SKPD 500.000 500.000 BPKAD
Dokumen Dokumen
RKA SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen ‘;‘I‘(‘;ﬂgﬁpDD"k“men Perubtin o 3.000.000 e 3.000.000 BPKAD
Perubahan RKA SKPD oxumen oxumen
Koordinasi dan 70 70
Penyusunan DPA SKPD Jumlah DPA SKPD Dol 3.000.000 o — 3.000.000 BPKAD
Koordinasi dan 100 100
Penyusunan Perubahan Jumlah Perubahan DPA SKPD Dokumen 16.000.000 Dokumen 16.000.000 BPKAD
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DPA SKP

Tersedianya Dokumen
;:mm;:’t”niﬁh““‘“ Administrasi Keuangan 7 Jenis 6.722.043.000 | 7 Jenis 6.722.043.000 | BPKAD
g Perangkat Daerah
Jumlah ASN yang menerima
Penvedi Gaiidan Gaji dan Tunjangan Jumlah _
o yediaan Asrfr penyediaan Gaji dan Tunjangan | 48 orang 6.707.243.000 | 48 orang 6.707.243.000 | BPKAD
njangan ( Gaji = 3.582.442.000,
Tunjangan = 3.181.409.000 )
- Jumlah Keputusan Bupati
tentang Penunjukkan
Penyediaan Administrasi PA/KPA/Bendahara
Pelaksartaan Tugas ASN - Jumlah Keputusan Bupati 25 SK 14.000.000 25 SK 14.000.000 | BPKAD
tentang Penunjukkan
Bendahara BOS
g:r(:rdl:uaigﬁporan - Jumlah Laporan Keuangan
Keu):ll'l an Alhic Tahui Akhir Tahun, LPPD dan LKPJ 3 Laporan 800.000 | 3 Laporan 800.000 | BPKAD
i Perangkat Daerah
Administrasi
Tercapainya upaya
g:pegawaian Perangkat peningkatan kompetensi SDM 1 jenis 280.000.000 1 jenis 280.000.000 | BPKAD
e - Jumlah ASN yang mengikuti
inteter e Bintek/Seminar/ 60 Orang 280.000.000 | 60 Orang 280.000.000 | BPKAD
St i Workshop/ Diklat
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Tersedianya sarana prasarana

‘;:“‘i“m“::m pendukung operasional 10 Jenis 642.559.000 | 10 Jenis 642.559.000 | BPKAD
ang . perangkat daerah

Penyediaan Komponen Jumlah Kegiatan Perbaikan

Instalasi Instalasi Listrik dan Pembelian 12 : 12 KAD

listrik /Penerangan Alat Penerangan yang kegiatan 4:000.000 kegiatan R000:000 | BE

Bangunan Kantor terlaksana selama setahun

Petiedissn Batiss Jumlah alat tulis kantor, _

LS e Makanan dan Minuman 32 Jenis 50.000.000 | 32 Jenis 50.000.000 | BPKAD

gistik Kantor hari i ;
arian/kegiatan yang tersedia

Penyediaan Barang

Cetakan dan Jumlah berangeetakan yang 11 Jenis 30.000.000 | 11 Jenis 30.000.000 | BPKAD
tersedia selama setahun R

Penggafidaan

; Jumlah kegiatan penyediaan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan | Dahan bacaan dan peraturan | 12 5.000.000 | 12 5.000.000 | BPKAD

Perundang-thdangan perundang-undangan yang egiatan egiatan
terlaksana selama setahun

Penyediaan Jumlah Pembelian Bendera dan

Bahan/Material N~ 50 buah 3.000.000 | 50 buah 3.000.000 | BPKAD
- Jumlah jenis Penyediaan

Fasilitasi Kunjungan Makanan dan Minuman rapat ; ;

Pamu dan Makan Minum Tamu yang 2 Jenis 100.000.000 2 Jenis 100.000.000 | BPKAD
terlaksana selama setahun
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a se un

Penyediaan Jasa

- Jumlah kebutuhan Air,

Komunikasi, Sumber Telephone, Listrik, Internet dan 4 Jenis 665.000.000 4 Jenis 665.000.000 | BPKA

Daya Air dan Listrik Cloud selama setahun

Penyediaan Jasa .

Peralatan dan ~Jumlph peralatan kegia Yang | aq47ni 10.000.000 | 30 Unit 10.000.000 | BPKA

. diperbaiki selama setahun

Perlengkapan Kantor
- Jumlah Jasa Kebersihan

Penyediaan Jasa Kantor ( K3 dan alat alat

Pelavanan Umiio: Kantor || kebersihan | yang tersedia 4 Orang 225.000.000 | 4 Orang 225.000.000 | BPKA
selama setahun

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang | Terlaksananya pemeliharaan- -

Urnsan Pemiarintaliss BMD milik Perangkat Daerah 7 Jenis 190.000.000 7 Jenis 190.000.000 | BPKA_

Daerah
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I Jumlah STNK Kendaraan

Dinas Roda 4 dan Roda 2

perorangan dan jabatan milik
Penyediaan Jasa BPrIi{f&D ax{ zng ditasilitasi
Semelisacann, Blaya * Jumlah STNK Kendersan
Pemeliharaan, Pajak dan | o, o, ional Dinas Roda milik | 53 Unit 150.000.000 | 53 Unit 150.000.000 | BPKAD
Perijinan Kendaraan BPKAD difasilitasi
Operasional atau ML yang S !
i an perijinannya
pang -Jumlah Mobil Operasional dan
Mobil Jabatan yang terlaksana
pemeliharaannya selama
setahun
’ - Jumlah peralatan dan :
Pemeliharaan Peralatan perlengkapan kantor yang ; .
dan Mesin Lainnya terlaksana pemelih nya 30 unit 10.000.000 30 unit 10.000.000 | BPKAD
selama setahun
gzrglgﬂ}ﬁia&dung Ry Gedung Kantor yang
terlaksana pemeliharaanya 2 lokal 15.000.000 2 lokal 15.000.000 | BPKAD
Kantor dan Bangunan o -
Lainnya
Pemeliharaan/ Jumlah peralatan gedung
Rehabilitasi Sarana dan kantor yang terlaksana . i
Prasarane Oedung Kentor | pemelilaraannva:selama 15 unit 15.000.000 15 unit 15.000.000 | BPKAD
atau Bangunan Lainnya setahun
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Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana dan Jumlah kegiatan perlengkapan 12 12
Prasarana Pendukung gedung kantor yang terlaksana T 15.000.000 T 15.000.000 | BPKAD
Gedung Kantor atau pemeliharaanya selama setahun e &l
Bangunan Lainnya
Persentase Penyampaian
Raperda APBD sesuai 100 % 100 % BPKAD
Ketentuan
Persentase Belanja Urusan PKAD
Pemerintahan Umum 60"% S0 B
PROGRAM Persentase SP2D yang terbit 100 % 100 % BPKAD
PENGELOLAAN sesuai ketentuan 477.268.562.000 477.268.562.000
KEUANGAN DAERAH Persentase Penyampaian - .
Raperda Pertanggungjawaban 100 % 100 % BPKAD
Pelaksanaan APBD sesuai
Ketentuan
Persentase Penyampaian
Laporan Keuangan Daerah 100'% 100 % BPKAD
sesuai Ketentuan
Koordinasi dan isesmenim. ey
Penyusunan Rencana oAy PatigY 15 jenis 515.000.000 | 15 jenis 515.000.000 | BPKAD
Anggaran Daerah Pasriak
Koordinasi dan 1 1
g;i}éusunan KUA dan Jumlah Dokumen KUA PPAS £ —— 100.000.000 Dokumen 100.000.000 | BPKAD
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Koordinasi dan

Jumlah Dokumen Perubahan

1 1
iﬁlgudzl;lnsgAI;erubahan KUA PPAS Dikinien 30.000.000 T — 30.000.000 | BPKAD
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Jumlah Raperbd; APBD dan 9 2 - i | D
Daerah tentang APBD dan | Perbup Penjabaran APBD yang 200.000.000 0.000.
Peraturan Kepgla Daerah tersus?m Y Pakamcyy Delumen
tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Jumlah Raperda Perubahan 5 5
Perubahan APBD dan APBD dan Perbup Penjabaran Bakrisiai 185.000.000 T — 185.000.000 | BPKAD
Peraturan Kepala Daerah | Perubahan APBD yang tersusun
tentang Penjabaran .
Perubahan APBD
Koordinasi dan
Pengelolaan T°":‘;k’“ml w9 12 jenis 205.000.000 | 12 jenis 205.000.000 | BPKAD
Perbendaharaan Daerah | P®* ae
Koordinasi dan :
Pengelolaan Kas Daerah Kggmsli‘aPionrga;o}lgﬁlll{a
Daerah =
Jumlah Laporan Mutasi 48 48
Deposito Laporan 94.747.500 Laporan 94.747.500 | BPKAD
- Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan Jasa Giro dan
Bunga Deposito
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Koordinasi Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,

- Jumlah Laporan Posisi Kas
- Jumlah SP2D yang diterbitkan

Laporan Aliran Kas dan - Jumlah Dokumen SKPP yang 5740 5740
Pelaksanaan diterbitkan Dokumen 93.252.500 Dokumen 95,202,500 | BFEAD
Pemungutan/Pemotongan | ( 240 Lap Poskas, 5.000 SP2D,
dan Penyetoran 500 SKPP )
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi :
g:g;:fﬁzm}g berkglaﬁn Jumlah perbup tentang
Pedoman Pelaksanaan APBD 1 Perbup 55.000.000 | 1 Perbup 55.000.000 | BPKAD
Pengeluaran Kas serta _ o
Penatatisal dan yang tersusun selama setahun
Pertanggungjawaban sub
Kegiatan
Perabinasn ;CJumlah perzzml peng;lola
p 1 euangan pada perangkat
Pemet:a-ixlitah Kevang daerah yang mengikuti 75 orang 52.000.000 | 75 orang 52.000.000 | BPKAD
Kabupaten/Kota Pembinaan/Bintek Pengelolaan
pa Keuangan Daerah
Koordinasi dan Terlaksananya Fungsi
Pelaksanaan Akuntansi | Akuntansi dan Pelaporan 11 jenis 162.400.000 | 11 jenis 162.400.000 | BPKAD
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dan Pelaporan Keuangan | Keuangan Daerah
Daerah
5o Jumlah Laporan Keuangan

Koordinast Penyusunan Semesteran Konsolidasi,
Il;aporan s Laporan Keuangan Bulanan 14 1

ertanggung)e: Konsolidasi dan Laporan 17.000.000 17.000.000 | BPKAD
Pelaksanaan APBD K ; Laporan Dokumen

. euangan Triwulanan

Bulanan, Triwulanan dan e G
S Konsolidasi yang tersusun

emesteran

selama setahun
E:E;légisé{g’%o,rgiUD Jumlah Lal?ora.n Keuangan 1 1
dn Laporan Kelsngsn Pemda Akhir Tahun yang Dol - 38.000.000 Dl 38.000.000 | BPKAD
tersusun
PEMDA
Koordinasi dan N
Penyusunan Raperda Jumlah Raperda
tentang :
Pe T Pertanggungjawaban
Pelak’ ta’san‘gg“a;‘ng APBD dan | Pelaksanaan APBD dan Perbup p 5
Ban Pervicada Penjabaran - Dokisicr 107.400.000 Dol - 107.400.000 | BPKAD
o Pertanggungjawaban
tentang Penjabaran
: Pelaksanaan APBD yang

Pertanggungiawahan tersusun selama setahun
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan Tersalurkannya Bantuan
Kewenangan Keuangan, Bantuan Korban
Pengelol Ke Ben dan Bagi Hasil 90% 476.227.662.000 90 % 476.227.662.000 | BPKAD
Daerah kepada Masyarakat
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Jumlah Desa yang menerima

Penyaluran Bantuan 211 Desa | 453.725.103.000 | 211 Desa | 453.725.103.000 | BPKAD
K Bantuan Keuangan
euangan

Pengelolaan Dana Darurat | Jumlah Proses Penyaluran 50 50 KAD
dan Mendesak Belanja Tidak Terduga Dokumen 10.000.000.000 Dokumen LEOORO00.000. || e
Pesigels Datia Bagi Jumlah Desa yang menerima

gelolaan s Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 211 Desa | 12.502.559.000 | 211 Desa | 12.502.559.000 | BPKAD
Hasil Kabupaten/Kota Dastah
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Tersedianya Sistem Informasi 2 2
Informasi Pemerintah yang mendukung Pengelolaan kegiatan 68.500.000 kegiatan 68.500.000 | BPKAD
Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Keuangan Daerah .
Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem Jumlah Sistim Informasi yang 2 2
Informasi Pemda Bidang dibuat dan dipelihara Dokumen 22.000.000 Dokumen 22.000.000 | BEEAD
Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem . I
e P Biang | U P ang mengls _
Keuangan Daerah penyus Laporan Keuangan 75 Orang 46.500.000 | 75 Orang 46.500.000 | BPKAD
Pemerintah ( SIMDA
Kabupaten/Kota )

Presentase Peningkatan
PROGRAM Tertib Administrasi
PENGELOLAAN BMD Penatausahaan Barang Milik 100% 1,709.100,000 | 100% RIRIN0.000: | BERAD
Daerah
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Tersusunnya Dokumen

;‘ﬁel’;:‘“emh"““‘ Pengelolaan Barang Milik dokmen | 1:709:100.000 | . 8 | 1.700.100.000 | BPKAD
Daerah sesuai Ketentuan
- Jumlah Tanah Milik Pemda
yang terproses sertifikatnya
- Jumlah Tanah Pemda yang 300 :
Pengamanan BMD terpasangi Papan Identitas Bidsisip 1.508.500.000 | 300 Bidang 1.508.500.000 | BPKAD
Tanah Pemda (200
sertifikat, 100 papan )
- Jumlah alat berat dan
kendaraan dinas roda empat
. yang dijaminkan selama -
setahun
g - Jumlah Laporan 155 Unit, 155 Unit,
Optimalisasi Penggunaan, | pe . : 4ohtanganan dan 4 4
Pegranfeatat; Penghapusan Laporan Laporan
Pemindahtanganan, - Jumlah Laporan Momitoring 75 SPT, 1 180.000.000 75 SPT, 1 180.000.000 | BPKAD
Pemusnahan dan
Penghapussn BMD Pemanfaatan BMD - paket, '.:')1 paket, fél
- Jumlah SPT PBB tanah milik lokasi lokasi
Pemkab yang terbayar
- Jumlah Pengadaan Tanah
- Jumlah Aset yang telah
dimanfaatkan
Penyusunan Laporan - Jumlah Laporan BMD Akhir 14 14
BMD Pakie Konachdasi ) Laporan 20.600.000 Laporan 20.600.000 | BPKAD
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Jumlah Laporan Semesteran
BMD Konsolidasi

- Jumlah Laporan Bulan dan
Triwulanan BMD Konsolidasi
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BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi
BPKAD dalam melaksanakan program kegi'atan pada Tahun Anggaran
2023. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan
sasaran BPKAD serta visi misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun
2021 - 2026 serta mempedomani regulasi pengelolaan keuangan daerah
terbaru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Tahun 2023 memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dan 2022. Pendanaan Renja
BPKAD Tahun 2023 disesuaikan dengan total anggaran pada penetapan
APBD Tahun 2022 mengingat kondisi keuangan pada Tahun 2023 tidak
berbeda jauh dengan Tahun 2022.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2023 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap
Renja sebelumnya dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang
telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra serta sejalan dengan RKPD
Tahun 2023 yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih
terkoordinasi, terintegrasi, bersinergi dan berkelanjutan untuk
mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2021-2026.

Pemalang, 8@ Jul.i 2022
-KEPALA BPKAD
KABUPATEN PEMALANG

P‘ bina Utdma Muda
IB/19641003199303 1 006
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